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     PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangka
n 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ix 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda      . 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
x 
 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan y  
  Ai a dan i 
 َو fatḥah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
xi 
 
 َي… / َ ا 
…. 
Fatḥah dan alif atau 
y    
Ā a dan garis di 
atas 
ي Kasrah dan y  Ī i dan garis di 
atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-f ḍilah 
xii 
 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭf l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd   ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabban  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ  , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يهع : „Ali  bukan „Aliyy atau „Aly  
يبرع : „Arabī  bukan „Arabiyy atau „Araby  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا  alif lam ma‟arifah . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
xiii 
 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bil du 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof   „   hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n , Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
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Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ  ilaih  frasa nominal , ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيد    dīnull h   ابالله   bill h 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal lah, ditransliterasi dengan huruf  t .contoh:  
 مهههنا ةمحر يف  hum fī raḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
xv 
 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Far bī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū  bapak dari  sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abū al-Walīd Muḥammad  bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid  bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥ mid Abū . 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ nahū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall hu „alaihi wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
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Judul  : PROBLEMATIKA PERNIKAHAN ANAK (STUDI KASUS DINAS 
KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL DAN PENCATATAN PERNIKAHAN 
(KUA) DI KEC. BALUSU KAB. BARRU.) 
  
ABSTRAK 
Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana 
Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan (KUA) dalam kasus 
penambahan umur dalam Pernikahan anak. Kemudian dijabarkan kedalam 
submasalah yaitu bagaimana proses Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan 
Pernikahan dan bagaimana penanganan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan 
Pernikahan dalam kasus Pernikahan Anak. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Field Reserch Kualitatif. Penelitian 
ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui 
penambahan umur atau pengubahan identitas untuk mempermudah dilangsungkannya 
Pernikahan. Yang mana anak belum mencukupi umur tetap melangsungkan 
Pernikahan. Dengan dasar pengubahan identitas berupa KK, KTP dan Akta kelahiran. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa yang melakukan 
penambahan umur untuk mempermudah dilakukannya suatu Pernikahan tidak melalui 
pengadilan agama yaitu Kantor Desa/Kantor Kelurahan setempat karena verifikasi 
awal dari semua syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pernikahan adalah melalui 
Kantor Desa/Kelurahan setempat sampai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan sipil untuk dibuatkan KTP, KK dan Akta Kelahiran. Kependudukan hanya 
menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk membuat KTP, KK dan Akta 
Kelahiran. Dan tidak mengubah surat pengantar yang sudah ada dari Kantor 
Kelurahan dan begitupun dangan Pencatatan Pernikahan yang mana tidak menjumpai 
lagi namanya Pernikahan Anak karena anak yang masih belum cukup umur datanya 
sudah diverifikasi awal dari Kantor lurah hingga sampai kePencatatan Pernikahan 
(KUA) meskipun terdapat banyak keganjalan bahwa anak ini masih belum cukup 
umur dilihat dari kasat mata. 
 
Peneliti berharap agar para aparat Desa/Kelurahan tidak melakukan hal 
memanipulasi data untuk mempermudah masyarakat dalam melangsungkan 
Pernikahan. Akan tetapi jika belum mencukupi umur diberikan pengetahuan kepada 
masyarakat agar ke pengadilan agama untuk diberikan dispensasi nikah oleh pejabat 
yang berwenang. Dan bagi Pencatatan Kependudukan agar lebih teliti lagi dalam 
pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat 
manusia. Dengan adanya Pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina 
sesuai dengan norma Agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga 
berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan 
agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. 
Manusia merupakan makhluk sosial (zoonpoliticoon), sehingga tidak bisa 
hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan 
naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan 
orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur
1
. Insan-insan yang 
berada dalam rumah tangga itulah yang dsebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit 
terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan Pernikahan yang 
sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah swt.
2
 
Firman Allah swt dalam Qs. Yasin/36:36 
                            
    
Terjemahannya : 
 
“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari 
apa yang tidak mereka ketahui”.3 
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Sesuai dengan fitrahnya manusia tidaklah dapat hidup menyendiri karena 
manusia tergolong sebagai mahkluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan 
saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, Demikian halnya antara laki-
laki dan perempuan. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia maka di 
perlukan Pernikahan. Tidak ada tanpa adanya Pernikahan yang sah sesuai dengan 
norma Agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya Pernikahan yang di 
tegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan 
niat suami istri yang melaksanakan Pernikahan
4
. 
Dengan demikian al-Qur'an pun sangat memperhatikan masalah Pernikahan, 
hal ini bisa terlihat dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an tentang Pernikahan. Di 
samping al-Qur'an, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang Pernikahan 
baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah 
disinggung dalam al-Qur'an secara garis besar. Qs. an-Najm/53: 45 
                 
 
Terjemahannya : 
“Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan 
wanita”.5 
Meskipun banyak dari nash al-Qur'an dan hadis yang merujuk pada dalil 
tentang Pernikahan, selain dalil nash sebagai dasar hukum Pernikahan masih 
diperlukan lagi ijtihad para fuqaha terhadap beberapa masalah yang perlu pemecahan 
untuk memperoleh ketentuan hukum. 
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Masih banyak lagi masalah-masalah yang tidak disinggung dalam al-Qur'an 
dan hadis sehingga memerlukan ijtihad para fuqaha, karena hal yang demikian inilah 
maka dasar-dasar hukum Pernikahan menurut Islam itu meliputi al-Qur'an, hadis dan 
ijtihad para fuqaha. 
Selanjutnya diketahui pula bahwa Sudah 39 tahun undang-undang nomor 1 
tahun 1974 tentang Pernikahan telah dilakukan secara nasional di Indonesia. 
Kehadirannya telah memberikan Landasan atau dasar hukum dari sistem Pernikahan 
Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini telah ditampung dengan 
semaksimal mungkin nilai-nilai Pernikahan yang dihayati oleh bangsa Indonesia. Di 
lain pihak menampung pula unsur-unsur dan ketentuan hukum Agama dan 
kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan Pernikahan.  
Adapun Pernikahan Anak, yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan 
usia tua yang belum cukup umur dalam batasan undang-undang tentang Pernikahan, 
hukumnya menurut syara’ adalah sunnah (mandub). Hal ini sesuai dengan sabda nabi 
Muhammad saw. Dan tidak ada batasan usia menikah yang ditentukan oleh syariat. 
Tetapi syari’at hanya menegaskan bagi para pemuda yang mampu untuk 
menikah maka dianjurkan untuk menikah
6
. Maka boleh menikahkan anak laki-laki 
muda atau anak perempuan muda. Namun demikian, usia yang ditetapkan oleh 
undang-undang Pernikahan di Indonesia Menurut pasal 7 Ayat (1) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan : adanya pembatasan usia kawin yakni 
calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun.
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 Apakah usia yang ditentukan oleh undang-undang tersebut dapat berlaku atau 
sesuai bagi setiap pasangan di Negara Indonesia. Banyak fakta ditemukan bahwa 
banyak warga yang melakukan pernikahan dini. Mereka aman-aman saja dalam 
mengarungi kehidupan rumah tangga dan tidak mengalami hambatan yang berarti 
akan tetapi banyak juga yang mengatakan banyak permasalahan yang terjadi dalam 
Pernikahan Anak karena anak tersebut belum siap mental dan fisik dalam 
membangun rumah tangga, Pernikahan Anak jelas merampas masa kecil seorang 
gadis, suatu masa yang penting untuk tumbuh fisik, emosi, dan kejiwaanya.  
Dikehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya 
pembatasan usia kawin yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Sehingga 
terdapat banyak masalah yang bisa terjadi dikemudian hari akibat tidak 
dipentingkannya  pembatasan usia kawin oleh masyarakat, terutama di Kelurahan 
Takkalasi  Kec. Balusu Kab. Barru masyarakat yang melangsungkan Pernikahan yang 
belum cukup umur sudah banyak terjadi akan tetapi bukan masalah utamanya 
dimasyarakat yang melangsungkan Pernikahan Anak tapi permasalahan yang 
sebenarnya terdapat di pencatatan kependudukan dan pencatatan Pernikahan. 
Pencatatan kependudukan adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan 
pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-
jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya adalah peristiwa 
kelahiran, Pernikahan dan kematian. 
Adapun pencatatan Pernikahan yaitu pendataan administrasi Pernikahan yang 
ditangani oleh petugas pecatat Pernikahan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan 
ketertiban umum. Jadi   berdasarkan wawancara atas nama Muhammad idris, usia 45 
tahun mengatakan bahwa kebanyakan anak yang melangsungkan Pernikahan Anak 
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tidak melalui pengadilan Agama tetapi masyarakat meminta agar diberikan 
penambahan umur dengan cara mengubah identitas anak sehingga sekarang tidak ada 
lagi istilah dipencatatan Pernikahan pada kantor urusan Agama anak yang belum 
cukup umur dalam melagsungkan Pernikahan karena sudah mencukupi umur 
disebabkan karena pencatatan kependudukan telah mengubah identitas (KK dan KTP) 
anak yang belum cukup umur dalam melangsungkan Pernikahan atas ke inginan dari 
masyarakat sendiri.
8
 Inilah masalah yang terjadi karena pencatatan kependudukan 
memberikan penambahan umur bagi anak yang belum cukup umur untuk 
melangsungkan Pernikahan. Padahal di pengadilan Agama sudah diatur adanya 
Pernikahan usia dini dengan hakim memberikan dispensasi Pernikahan bagi mereka 
yang belum cukup umur tetapi melalui pengadilan Agama. 
Maka dari itu peneliti ingin meneliti permasalahan yang menyangkut umur 
anak yang belum cukup umur tapi dapat melagsungkan Pernikahan yang disebut 
dengan Pernikahan Anak dan bagaimana pencatatan kependudukan dan pencatatan 
Pernikahan dalam mengatasi hal tersebut.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1.Fokus Penelitian 
Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pencatatan 
kependudukan dan pencatatan Pernikahan di kantor urusan Agama dalam mengatasi 
masalah-masalah Pernikahan Anak. Pada penelitian ini juga peneliti akan mengkaji 
bagaimana seharusnya Pernikahan Anak dilangsungkan sesuai dengan tata aturan 
perundang-undangan tentang Pernikahan UU No. 1 Tahun 1974. 
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 2.  Deskripsi Fokus 
 “Pernikahan” adalah suatu hal yang sakral yang menyatukan dua insan yang 
belum halal yang menjadi suatu keluarga yang bahagiah, sakinah, mawadah, 
warahmah. 
“Di Bawah Umur” adalah yang belum cukup umur dalam melangsungkan 
Pernikahan yang menurut UU Pernikahan batas dalam umur suatu Pernikahan bagi 
perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. 
“Pencatatan kependudukan” adalah pencatatan yang mana mencatat suatu 
peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam masalah kependudukan dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-
surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan.
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“Pencatatan perkawaninan” adalah pendataan administrasi Pernikahan yang 
di tangani oleh petugas pencatat Pernikahan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan 
ketertiban umum. 
“Kantor Urusan Agama” adalah Kantor yang melaksanakan sebagian tugas 
kantor kementrian Agama di Kab. Tersebut. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi 
pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana Problematika Pernikahan Anak Studi Kasus 
Pencatatan kependudukan dan pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama 
Kec.Balusu Kab.Barru.” 
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Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Apa yang di maksud pernikahan anak ? 
2. Bagaimana proses pencatatan kependudukan dan pencatatan pernikahan 
(KUA) ? 
3. Bagaimana penanganan pencatatan kependudukan pada Pernikahan Anak dan 
pencatatan Pernikahan di kantor urusan Agama  Kecamatan Balusu 
Kabupaten Barru ? 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai problematika Pernikahan Anak yang 
di lakukan di Kab. Barru di Kelurahan Takkalasi Kec. Balusu peneliti menemukan 
referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam 
penelitian ini, diantaranya : 
Pertama, Buku yang berjudul “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam 
dan Hukum Nasional” Oleh Muhammad Saleh Ridwan.Yang membahas tentang 
Pernikahan secara umum, termasuk Pernikahan Anak (Dini). Dalam buku ini 
menjelaskan mengenai pengertian Pernikahan, Pernikahan poligami, Pernikahan siri, 
Pernikahan beda Agama, Pernikahan Anak, dan Pernikahan mut’ah, sedangkan dalam 
penelitian ini lebih membahas Pernikahan Anak, yang mana masalah-masalah yang 
terjadi dalam Pernikahan Anak.
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Kedua, buku yang berjudul “Aneka masalah perdata Islam di Indonesia” oleh 
Prof. Dr. H Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. Dalam buku ini membahas beberapa 
masalah Pernikahan di indonesia, seperti lahirnya undang-undang Pernikahan, asas-
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asas dalam Pernikahan, pelaksanaan undang-undang Pernikahan, dan hukum 
Pernikahan dalan kompilasi hukum Islam dalam buku ini juga membahas tentang 
Pernikahan Anak dan kaitannya dengan pengadilan Agama. Sedangkan pada 
penelitian ini, masalah yang akan dibahas mengenai problematika Pernikahan Anak 
studi kasus pencatatan sipil dan pencatatan Pernikahan (KUA) dalam menangani 
Pernikahan Anak.
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Ketiga, buku yang berjudul “Hukum Pernikahan Islam”oleh Mohd Ramulyo, 
S.H., M.H. Dalam buku ini membahas tentang Akibat yuridis dari suatu Pernikahan 
Anak. Dalam buku ini pembahasan mengenai Pernikahan Anak mencakup pengertian 
rukun dan syarat sahnya Pernikahan Anak menurut hukum Islam dan akibat hukum 
dari suatu Pernikahan Anak. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menfokuskan 
kepada masalah-masalah yang terjadi dalam Pernikahan Anak. 
Keempat, jurnal hukum online yang berjudul “ Dinamika dispensasi 
Pernikahan Anak studi kasus pengadilan Agama limboto” dalam tesis ini yang 
dibahas mengenai bagaimana pengadilan Agama limboto dalam memberikan 
dispensasi Pernikahan kepada pihak-pihak yang memohon diberikan Pernikahan 
Anak, dan peneliti memperoleh aspek positif dan negatif yang terjadi.
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Kelima, Skripsi yang berjudul “Pernikahan Anak di Kecamatan Kuranji 
ditinjau dari undang-undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (Studi Di 
kantor Urusan Agama Kacamatan Kuranji) yang di selesaikan pada Tahun 2008 oleh 
Putra Andre Ali. Dalam skripsinya dibahas mengenai kantor urusan Agama dalam 
menangani kasus Pernikahan Anak dalam skripsi ini juga kebanyakan mengambil 
aspek positif jika dilangsungkan Pernikahan Anak karena beberapa alasan yang 
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mendesak sehingga kantor urusan Agama memberikan izin untuk melangsungkan 
Pernikahan Anak sesuai degan keputusan pegadilan yang menyagkut tentag perizinan 
dalam memberikan dispense Pernikahan Anak pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan. 
Sedagkan dalam penelitian kali ini, peneliti tidak hanya meneliti dari segi aspek 
positif dan negative yang dapat di timbulkan akan tetapi permasalah-permaslahan 
yang terjadi dalam Pernikahan Anak.
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Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah di atas, peneliti menyimpulkan 
bahwa penelitian dengan judul “ Problematika Pernikahan Anak (Studi kasus 
pencatatan kependudukan dan pencatatan Pernikahan di kantor urusan Agama Barru 
Kac. Balusu  Kelurahan Takkalasi), belum pernah dibahas sebelumnya karena pada 
umumnya buku dan karya ilmiah di atas baru membahas Pernikahan Anak secara 
umum, adapun yang membahas masalah yang terjadi dalam Pernikahan Anak yang 
mencakup masalah penambahan umur pada anak yang belum cukup umur untuk 
melangsungkan pernikahan belum ada yang membahas penelitian yang akan diteliti 
oleh penulis sendiri. 
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E. Tujuan Dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas , maka penulis penelitian ini bertujuan : 
a. Untuk Mengetahui apa yang dimaksud nikah di bawah umur  
b. Untuk Mengetahui proses pencatatan kependudukan dan pencatatan pernikahan 
(KUA) dalam di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. 
c. Untuk mengetahui penanganan pencatatan kependudukan pada Pernikahan Anak 
dan pencatatan Pernikahan di kantor urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten 
Barru 
2. Kegunaan Hasil penelitian 
a. kegunaan teoritis, untuk memperkaya ke ilmuan peneliti dalam bidang hukum 
yang berkaitan dengan Pernikahan Anak. 
b. kegunaan praktis, dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat dalam 
melangsungkan Pernikahan Anak. 
c. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Gambaran Umum Pernikahan Anak 
Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubugan seksual tetapi menurut arti majazi 
atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual 
sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita. 
Nikah berarti Pernikahan Anak sedangkan akad artinya perjanjian.Jadi akad nikah 
berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam Pernikahan Anak antara 
seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal 
(abadi).
1
berdasarkan firman Allah swt dalam Qs. an-Nuur/24:32 
                            
             
Terjemahannya: 
“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah akan 
memampukan mereka (menjadikan mereka kaya) dengan karunia-Nya. Dan 
Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.”2 
Menurut Sajuti Thalib, Pernikahan Anak ialah perjanjian yang suci dan kokoh 
untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 
membentuk menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
3
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Pengertian para ahli fikhi tentang hal ini, khususya para empat imam bermacam-
macam dalam memberikan pengertian, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat 
bahwa Pernikahan Anak, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang 
mengandung ke-sah-an hubungan kelamin. 
Kalau kita perhatikan ayat-ayat alqur‟an yang berhubungan dengan soal 
Pernikahan Anak ini, maka terasalah bahwa defenisi-defenisi yang diberikan oleh 
keempat imam madzhab  belum dapat menggambarkan nilai-nilai idiil yang 
terkandung dalam Pernikahan Anak sebagai yang dimaksudkan oleh ayat-ayat 
tersebut. Sebagaimana firmannya dalam Qs. al-Ruum/30: 21. 
                                 
              
Terjemahannya : 
 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan di jadikan nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”4 
 
Berdasarkan ayat-ayat tersebut, penulis ingin mencoba memberikan definisi 
tentang Pernikahan Anak sebagai berikut :  
Pernikahan Anak adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan 
perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.   
Pernikahan Anak merupakan ikatan yang kuat yang bertujuan membina dan 
membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai 
                                                          
4
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 570.  
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suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat 
Islam.
5
Allah swt berfirman dalam Qs. an-Nisa/4: 21. 
                               
Terjemahannya: 
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (isteri-
isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”6 
Dalam al-Qur‟an Allah telah menjelaskan bahwa Pernikahan Anak merupakan 
Sunnatullah, bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri semua mahluk, 
termasuk manusia. Allah telah menjadikan Pernikahan Anak bagi manusia untuk 
berketurunan dan melestarikan kehidupannya. 
 Namun Allah tidak mau menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang 
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antar jantang dan betina tanpa  
aturan. Untuk menjaga kehormatan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai 
dengan kehormatan dan naluri  manusia, melalui ijab dan qobul sebagai lambang 
adanya salin ridha yang dihadiri sejumlah saksi. Itulah yang kemudian disebut dengan 
pernikahan. 
 Pernikahan Anak dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempuyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat 
jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (miitsaqan gholiidhan) 
untuk menaati perintah Allah swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam 
firman Allah swt Qs. Adz-Dzariyaat 57:49 
                                                          
 5Satria Effendi,  Prolematika Hukum Keluarga Kontemporer (Jakarta: Predana Media Grup, 
2010),  h. 29. 
 
6
Kementerian Agama RI,  Alquran dan Terjemahnya, h. 18. 
14 
 
 
 
                     
Terjemahannya : 
“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah”.7 
 Pernikahan Anak merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu 
untuk segera melaksanakaanya. Karena dengan Pernikahan Anak, dapat mengurangi 
maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi 
mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki 
Pernikahan Anak belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan 
dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.
8
 
Dinyatakan dalam hadis riwayat dari Abdullah ibn Ma‟ud, Rasulullah saw. Bersabda 
yang Artinya : 
“Wahai kaum mudah, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, 
nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihata dan 
memelihara fajri. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, 
karena puasa dapat menjadikan benteng (Muttafaq’alaih)”. 
 Pernikahan Anak merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia 
yang wajar, dan dalam ajaran nabi, Pernikahan Anak ditradisikan menjadi sunnah 
beliau. Hadis riwayat dari Anas ibn Malik bahwa Nabi saw. memuji Anas melihatnya 
dan beliau bersabda yang Artinya: 
“Akan tetapi aku salat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. 
Maka barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan gologanku 
(Muttafaq’alaih).” 
                                                          
7
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.756. 
8
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003), 
h.20. 
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 Karena itulah, Pernikahan Anak yang sarat nilai dan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, perlu 
diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya Pernikahan Anak 
tercapai. 
Rukun Pernikahan Anak adalah suatu hal yang harus ada dan terpenuhi dalam 
sebuah Pernikahan Anak, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka Pernikahan 
Anak tersebut tidak sah. 
Adapun rukun Pernikahan Anak para ulama bebeda pendapat dalam 
menetapkan jumlah atau bagian dari rukun pernikahan, terdapat beberapa pendapat 
ulama/madzhab tentang bilangan dan penyebutan rukun dalam Pernikahan Anak 
anrtara lain : 
          Menurut madzhab syafi‟i rukun-rukun Pernikahan Anak yaitu : 
a. Calon suami  
b. Calon istri 
c. Wali calon istri 
d. Dua saksi  
e. Dan sighat 
           Menurut madzhab maliki, rukun rukun pernikahan terdiri : 
a. Wali dari pihak wanita 
b. Mahar 
c. Calon suami dan istri 
d. Sighat (akad) 
16 
 
 
 
kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa rukun nikah pada pasal 14 yaitu : 
a. Calon suami dan istri  
b. Wali nikah 
c. Dua orang saksi dan ijab Kabul. 
             Syarat dan rukun Pernikahan Anak menurut hukum Islam tidak dapat 
dipisahkan , bahkan syarat-syarat Pernikahan Anak mengikut pada rukun-rukun nya 
sebagai berikut : 
a. Calon mempelai pria, syarat nya : 
1. Beragama Islam 
2. laki-laki 
3. Jelas orangnya 
4. Dapat memberikan persetujuan 
5. Tidak terdapat halangan Pernikahan Anak 
b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya :  
1. Beragama 
2. Perempuan, jelas orang nya 
3. Dapat di mintaai persetujuan dan tidak terdapat halangan Pernikahan Anak 
c. Wali adalah  salasaturukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima dan tidak sah 
pernikahan tanpa ada wali. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 19 
menyatakan wali dalam Pernikahan Anak merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 
17 
 
 
 
 wali nikah syarat-syaratnya : 
1. laki-laki 
2. Dewasa 
3. Mempunyai hak perwalian 
4. Tidak terdapat halangan perwalian 
d.Saksi nikah , syarat-syaratnya : 
1. Minimal dua orang laki-laki 
2. Hadir dalam ijab qabul  
3. Dapat mengerti maksud akal 
4. Islam 
5. Dewasa 
e. Ijab qabul syarat-syaratnya : 
1. Adanya peryataan mengawinankan dari wali 
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij. 
4. Antara ijab dan qabul bersambungan 
5. Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya 
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram atau 
haji. 
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon 
mempelai pria dan wanita atau wakilya, dan dua orang saksi. 
Syarat sahnya Pernikahan Anak adalah syarat yang apabila dipenuhi, maka 
ditetapkan padanya seluruh hukum akad (Pernikahan Anak). Halalnya seorang wanita  
bagi calong suami yang akan menjadi pendampignya.  Artinya, tidak diperbolehkan 
18 
 
 
 
wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai mahramnya, dengan sebab apapun 
yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara 
maupun selamanya. 
 Dalam undang-undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Anak 
disebutkan syarat-syarat sebagai berikut:
9
 
1. Pernikahan Anak harus didasarkan atas persetujuan kedua calong mempelai. 
2.  Untuk melangsungkan Pernikahan Anak seseorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun harus mendapat isin kedua orang tua. 
3. Dalam hal sala seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 
dimaksud pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh darai wali, 
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 
dalam garis keturunan garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan 
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 
ayat (2),(3) dan (4) pasal ini: atau salah seorang atau lebih di antara mereka 
tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat 
tinggal orang yang akan melangsungka Pernikahan Anak atas permitaan orang 
tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 
tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini. 
                                                          
 9Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University Press, 
2012), h. 21. 
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6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu dari yag 
bersangkuta tidak menentukan lain.
10
 
 Adapun Hikmah dan Tujuan Pernikahan Anak: 
a) Hikmah Pernikahan Anak  
Hikma dari Pernikahan Anak adalah merupakan suatu bentuk upaya untuk 
membentengi diri, dalam menjalani hidup dan kehidupan sehingga terhindar dari hal-
hal yang negatif, serta sekaligus suatu bentuk pemantapan pendewasaan karena 
adanya kesadaran akan hak dan kewajiban yang harus terbangun dalam sebuah rumah 
tangga. 
 Anjuran telah banyak di singgung oleh Allah swt  dalam Alqur‟an dan nabi 
lewat perkataan dan perbuatannya.  
Hikmah yang dapat di ambil dari anjuran tersebut : 
     1. Sebagai wadah bagi manusia 
     2. Menuguhkan akhlak terpuji 
     3. Membangun rumah tangga Islami 
     4. Memotivasi semangat ibadah 
     5. Melahirkan keturunan yang baik 
Rasulullah saw menganjurkan kepada ummatnya yang sudah mapan untuk  segera 
membentuk rumah tangga, Karena Pernikahan Anak merupakan perkara yang 
mempunyai banyak hikma, diantaranya sebagai berikut: 
 
 
                                                          
10
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.69. 
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1. Sebagai Kebutuhan Biologis. 
 Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya 
menuntut adanya jalan keluar. Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling 
baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluriah seks tersebut.
11
 
 
Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya perempuan itu 
menghadap dengan rupa setan dan membelakangi dengan rupa setan pula. Jika 
seseorang diantaramu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklan ia datangi 
istrinya, agar nafsunya bisa tersalurkan.” (HR. Muslim, Abu Daud dan 
Turmudzi). 
2. Membentuk Keluarga Mulia.  
  Pernikahan Anak adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi 
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara 
nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Sebagaimana sabda Rasulullah : 
 
“Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat 
membanggakan jumlahnya yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat 
nanti”. 
3. Naluri Kasih Sayang  
 Tumbuhnya naluri kebapakan dan keibuan yang saling melengkapi, tumbuh 
perasaan cinta dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak, semua itu hanya 
bisa diwujudkan melalui Pernikahan Anak. 
4. Menumbuhkan Tanggung Jawab 
 Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja, 
bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian, baik itu kepada istri dan anak yang 
merupakan bagian dari tanggun jawab kita sebagai kepala rumah tangga. 
                                                          
 11Fuaduddin,  Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1999),  h. 25. 
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5. Memperteguh Silaturahim. 
  Dengan Pernikahan Anak dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh 
kelanggengan, rasa cianta antara keluarga dan memperkuat hubungan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
6. Menundukkan Pandangan. 
  Islam  mendorong  untuk  segerah  menikah  jika  sudah  mempunyai  
kemampuan terhadap itu karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih 
menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga Agama
12
. Juga dalam 
riwayat lain dikatakan bahwa apabila ada keinginan untuk menikah tetapi  belum 
sanggup maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah periasi 
baginya.  
b) Tujuan Pernikahan Anak 
Tujuan Pernikahan Anak dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat 
tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan 
keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di 
syariatkan.   
Sayyid sabiq dalam bukunya fiqh sunnah memaparkan 3 tujuan : 
   1. melindungi jiwa dari kekacauan jiwa 
   2. melestarikan hidup manusia 
  3. megabdi kepada Allah (aspek ibadah)
13
 
                                                          
12
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: rajawali pers,1997), 
h.7. 
13
Mohd. Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: bumi aksara, 2002), h.23. 
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Pernikahan di bawah umur bisa disebut pernikahan dini ; dalam literature bahasa 
Indonesia pernikahan berarti “perbuatan nikah atau upacara nikah”14. Sedangkan 
dini berarti “sebelum waktunya atau sesuatu yang terjadi belum pada saatnya”. Jadi 
pernikahan di bawah umur merupakan sebuah upacara nikah ataupun akad yang 
mepersatukan pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri y 
sebelum waktu (berkenaan dengan umur) yang ditentukan. 
Kajian dalam ilmu fiqhi pernikahan di bawah umur yaitu merupakan sebuah 
peristiwa terjadinya akad nikah dimana terdapat mempelai yang belum mencapai usia 
baligh. 
Umur calon mempelai 
Undang –undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan pernikahan diperbolehkan 
bagi pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita yang telah mencapai usia 16 
tahun. Jika di lihat batasan nikah di bawah umur dengan berdasarkan undang-undang 
nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka baik calon mempelai pria maupun wanitayang 
belum mencapai kepada ketentuan umur sebagaimana yang di cantumkan pada 
undang-undang tersebut dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur. 
Ketentuan batasan usia kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 
ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga 
Pernikahan Anak. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Pernikahan Anak, 
bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan Pernikahan Anak 
dapat diwujudkaan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya Pernikahan Anak 
antara calon suami istri yang masih di bawah umur.  
                                                          
14
Lihat,tim penyusun, kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1994), h.689.  
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Di samping itu Pernikahan Anak mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan. Kenyataanya, bahwa usia yag masih rendah bagi seorang wanita 
untuk kawin, mengakibatkan laju kependudukan dan kelahiran dan pertumbuhan 
lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas usia 
untuk kawin baik bagi pria maupun wanita(penjelasan umum UU Pernikahan Anak, 
Nomor 4 huruf d). 
Masalah penuntuan usia dalam UU Pernikahan Anak maupun dalam kompilasi, 
memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang 
dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syari‟anya 
mempunyai ladasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam Qs. an-Nisa/4:9 
                                
     
Terjemahaanya : 
 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapka perkataan yang 
benar.
15
 
Ayat tersebut memberikan petunjuk dalalah bersifat umum, tidak secara langsung 
menunjukan bahwa Pernikahan Anak yang dilakukan oleh pasangan usia mudah di 
bawah ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 akan meghasilkan 
keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan 
pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 570. 
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hal yang tidak sejala dengan misi dan tujuan Pernikahan Anak yaitu turwujudnya 
ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. 
Tujuan tersebut akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai  belum 
masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat 
berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi 
liku-liku badai dalam rumah tangga. Banyak kasus yang menunjukan bahwa 
banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat Pernikahan Anak dalam 
usia muda. 
Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode 
maslahat mursalah.
16
 Namun demikian karena sifatya yang ijtihadiyah, yang 
kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila sesuatu 
dan lain hal Pernikahan Anak dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau 
sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan wanita 16 tahun, undang-undang tetap 
memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan : “dalam hal penyimpangan 
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” 
Dalam hal ini undang-undang Pernikahan Anak tidak konsisten. Disatu sisi pasal 
6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan Pernikahan Anak sesorang yag 
belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 
tuanya. Disisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawina hanya diizinkan jika 
pihak pria  sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun. Yang perlu izin orang tua dan jika kurang 
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Rahmat Djatika, Sosialisasi Hukum Islam (Bandung: Rosda Karya,1991), h. 251. 
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dari 19 tahun, peril uizin pengadilan. Ini dukuatkan pasal 15 ayat (2) kompilasi 
hukum Islam.  
Apabila dibandingkan dengan batasan calon mempelai dibeberapa negara 
muslim, Indonesia secara definitive belum yang tertinggi tapi juga tidak yang 
terendah. Berikut data komperatif yag dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku 
personal law in Islamic countries (histori,tex, and comprative). 
        Perbandingan Batas Usia Nikah di Negara-negara Muslim 
              Negara           Laki-laki            Permpuan  
Aljazair 21 18 
Banglades 21 18 
Mesir 18 16 
Idonesia 19 16 
Irak 18 18 
Jordania 16 15 
Libonon 18 17 
Libya 18 16 
Malasiya 18 16 
Maroko 18 15 
Yaman utara 15 15 
Pakistan 18 16 
Somalia 18 18 
Yaman selatan 18 16 
Suriah 18 17 
Tunisia 19 17 
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Turki 17 15
17
 
Penentuan batas usia di Negara-negara muslim tersebut, masing-masing tentu 
memiliki pertimbagannya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rahmat Djatnika 
berkesimpulan : “ penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan 
masyarakat dilakukan dengan penyusaian pada budaya Indonesia yag hasilnya 
kadang-kadang berbeda degan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri 
Islam lainnya, seperti halnya  yang terdapat dalam jual beli, sewa-menyewa, warisan, 
wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui 
yurisprudensi di pengadilan Agama
18
.  
Pertimbangan problem kependudukan seperti diungkapkan dalam penjelasan 
undang-undang  Pernikahan Anak, turut memengaruhi perubahan batas usia calon 
mempelai tersebut. Ini dimakasudkan untuk menjawabtatangan dan kebutuhan 
masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan 
kemaslahatan umum. Lebih lanjut, djatnika mengatakan “ kesemuanya itu 
mengandung masalah ijtihadiya yang diselesaikan dengan ijtihad ( ulama Indonesia) 
dengan menggunakan metode-metode istislah, istihsan, al-urf, dan lain-lain metode 
istisislad dengan tujuan memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan. 
Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya 
lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya 
dalam pembebanan hukum tajlifi bagi seseorang yang disebut mukallaf (dianggap 
mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum ) dalam 
sebuah hadis Rasulullah saw bersabda yang Artinya : 
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Rahmat Djanika, Sosialisasi Hukum Islam, h. 254. 
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Lihat. Abu A‟la Al-Maududi, Fazl Ahmad, The Lans Of Marigge And Divorce Islam, Di 
Ahli Bahasakan Oleh Al-Wiyah, BA, Dengan Judul Pedoman Perkawinan Dalam Islam (Bandung: 
Mizan 1997), h.7.   
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“Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal : orang yang tidur 
hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia 
bermimpi dan mengeluarkan air mania atau ihtilam.”( Riwayat imam 
Empat). 
Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat dari gejala 
kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) 
bagi perempuan. Dari segi  usia, kematangan seksualitas ini, masig-masing orang 
berbeda saat datangnya. Namu demikian, hadis ini setidaknya dapat memberi 
gambaran, bahwa biasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun.  
Memerhatikan hadis tersebut diatas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa 
batas usia lima belas tahun adalah awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena 
pada biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui 
mimpiya. Adapun bagi anak perempuan, usia Sembilan tahun untuk daerah seperti 
madinah, telah memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada Aisya ketika dinikahi oleh 
Rasulullah saw. 
“ Rasulullah saw. menikah dengan Aisya dalam usia enam tahun, dan beliau 
memboyongnya ketika ia berusia Sembilan tahun, dan beliau wafat pada 
waktu dia berusia delapan belas tahun.” (Riwayat  Muslim)19 
Atas dasar ayat tersebut dsalam kitab kasyifah al-saja dijelaskan : tanda –tanda 
dewasa (baligh)nya seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur lima belas tahun 
bagi pria dan wanita, bermimpi keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi 
perempuan(haid).  Ini dapat juga dikaitkan dengan perintah Rasulullah saw. kepada 
kaum muslimin mendidik anaknya menjalanka salat pada usia tujuh tahun, dan 
memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggang menjalankan salat. 
Adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari Sembilan belas tahun 
atau, enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan pada  nash hadis di atas. 
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Muslim, h.595. 
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Kendatipun kebolehan tersebut harus dilampiti oleh izin pejabat dari yang berwenang 
untuk itu. Ini menunjukan bahwa penananam konsep pembaruan hukum Islam yang 
bersifat ijtihad,  diperlukan waktu dan usaha terus menerus. Maksudnya, pendekatan 
konsep marsalat al mursalahnya dalam formulasi hukum perdata Islam di Indonesia, 
memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerima dan 
menjalankannya dengan sukarela tanpa ada unsur pamaksaan. Oleh karena itulah 
pentingnya  sosiologi hukum dalam upaya mengingtridusi pembaruan hukum, mutlak 
diperlukan. 
Di samping itu pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh 
Rasulullah saw. Pada saat menikah dengan Aisya, juga perlu dipahami seiring dengan 
tuntutan kemslahatan yang ada pada waktu itu dibanding dengan keadaan sekarang,  
jelas sudah berbeda.
20
  
 
B. Gambaran Umum Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan 
Anak 
Pencatatan sipil atau pencatatan kepedudukan adalah pencatatan peristiwa 
hukum untuk memastikan status perdata seseorang, ada 5 peristiwa hukum dalam 
kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan kelahiran, menentukan status 
hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. 
Pernikahan Anak, menentukan status hukum seseorang sebagai suami/isteri dalam 
ikatan Pernikahan Anak menurut hukum. Dan kematian menentukan status hukum 
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Ahmad rofiq , Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Cet 2, Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h. 
62-63. 
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sebagai ahli waris penggantian nama, menentukan status orang dengan identitas 
tertentu dalam hukum tersebut.
21
 
Menurut lembaga catatan sipil (burgelijke stand)  catatan sipil adalah suatu 
lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang 
selengkap-lengkapnya dan sejela-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang 
sebesar-besarnya adalah peristiwa kelahiran, kematian dan Pernikahan Anak. 
Lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan register catatan sipil adalah 
kantor catatan sipil kab/kota. yang diberikan hanya salinan (kutipan) sedangkan yang 
asli tersimpan di kantor catatan sipil. 
Fungsi catatan sipil atau pencatatan kependudukan adalah untuk memperoleh 
kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum. 
Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum, apakah ada hak dan 
kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubunga hukum tersebut. 
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 
1. KEPALA DINAS 
Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi 
pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 
menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi)  dalam 
bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi kewenangan tugas-tugas lain 
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
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Ahmadi, Kependudukan di Indonesia dan Berbagai Aspeknya (Semarang: Mutiara Permata 
Widya, 1998), h. 20. 
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Fungsi : 
a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 
b. Penyusunan dan Penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas 
c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang 
Kependudukan dan Catatan Sipil. 
d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang 
ditetapkan oleh Bupati 
e. Pemberian Informasi saran dan pertimbangan di bidang Kependudukan dan 
Catatan Sipil kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan  kebijaksanaan 
atau membuat keputusan. 
f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan 
semua Instansi, untuk kepentingan Pelaksanaan Tugas. 
g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam 
rangka pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. 
h. Pelayanan Administrasi. 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan bidang 
tugasnya.
22
 
2. SEKRETARIAT 
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Ahmadi, Kependudukan di Indonesia dan Berbagai Aspeknya, h. 21. 
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Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Dinas. 
Mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan 
Administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata 
laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan di lingkup 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Fungsi :   
a. Pelaksanaan Koordinasi penyusun rencana stategis Bidang Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil. 
b. Pelaksanaan Koordinasi Penyusun rencana Program, Anggaran, Pelaporan, 
pembinaan organisasi, dan tata laksana serta melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaannya dilingkup Dinas. 
c. Pengelolaan Administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, 
perlengkapan serta pembinaan personil. 
d. Pengelolaan Administrasi Keuangan. 
e. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. 
f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta Informasi mengenai 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Dokumentasi dan Informasi 
mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
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Sub Bagian Bina Program mempunyai Tugas Melaksanakan pengolahan dan 
penyajian data informasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan 
rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di bidang Kependudukan dan 
pencatatan sipil. 
Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut : 
1. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran 
dinas; 
2. Mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data informasi kependudukan 
dan pencatatan sipil; 
3. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta 
memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
4. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
5. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP); 
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta 
menyiapkan bahan laporan kegiatan; 
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program; 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas : 
Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan 
ketatausahaan,   perlengkapan, kerumah tanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan 
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masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaiaan serta melaksanakan 
pengelolaaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. 
 
Rincian tugas Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan adalah sebagai 
berikut : 
1. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataaan dan 
pengarsipan. 
2. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas 
Kependudukan dan Penacatatan Sipil. Operator telepon dan faximile, pramu 
tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional. 
3. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris Dinas mulai dari rencana 
kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan , penggunaan dan 
perawatan serta inventaris ruangan samoai penghapusan inventaris. 
4. Menyiapakan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, 
informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran. 
5. Menyiapakan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan 
pangkat, perbantuan/ perpindahan dalam jabatan wilayah pembayaran gaji dan 
batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia. 
6. Menyiapakan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, 
pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, 
pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun. 
7. Menyiapakan pelaksanaan pelayanan penyesuaian Karpeg. Karis/ Karsu, 
Aske, Taspen, cuti kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS. 
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8. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, 
pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/ ijin 
belajar. 
9. Menyiapakan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti 
pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
10. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan 
keuangan. 
11. Menyiapakan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggran belanja 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik belanja langsung maupun 
belanja tidak langsung. 
12. Melaksanakan verifikasi pertangungjawaban keuangan dan bimbingan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan 
13. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) serta 
menyiapkan bahan tindak lanjut. 
14. Menyiapakan laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Keuangan. 
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan  
bidang tugasnya.
23
 
3. BIDANG INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
Bidang Informasi Administrasi Kependudukan adalah pembantu Kepala 
Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 
bidang Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka pelaksanaan tugas 
desentralisasi. 
Fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan tekhnis dibidang pengelolaan informasi 
administrasi 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanana umum di 
bidang pengelolaaan informasi administrasi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undang. 
c. Pelaksanaan pengolahan data pengelolaaan teknologi di bidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
d. Menyusun grafik dan statistik Kependudukan 
e. Memberikan layanan Informasi administrasi dan Dokumentasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil. 
f. Pendataan perkembangan penduduk secara rutin 
g. Pelaksanaan Validasi data penduduk berkelanjutan. 
h. Pemantauan Evaluasi penyusunan laporan data pelaporan data penduduk. 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tugassnya. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan dan 
fungsinya : 
A. Seksi Data Perkembangan Kependudukan mempunyai Tugas : 
1. Melaksanakan pengolahan data Pengelolaan Teknologi. 
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2. Memberikan layanan Informasi dan Dokumentasi Kependudukan 
3. Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi dan dokumentasi 
kependudukan. 
4. Melaksanakan Validasi dan Penduduk berkelanjutan 
5. Melakukan Pendataan perkembangan penduduk secara rutin. 
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan bidang tugasnya 
B. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Kependudukan mempunyai tugas 
menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan 
penyusunan laporan Seksi dan Pelaporan Data Kependudukan. 
C. Rincian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Kependudukan adalah 
sebagai berikut : 
1. Melaksanakan Penyusunan Statistik Kependudukan 
2. Melaksanakan Penyusunan grafik Kependudukan. 
3. Melaksanakan validasi data kependudukan berkelanjutan. 
4. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan pelaporan data penduduk. 
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan bidang tugasnya.
24
 
4. BIDANG PELAYANAN KEPENDUDUKAN 
Bidang Pelayanan Kependudukan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan   bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 
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Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil di 
bidang Administrasi Kependudukan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan dan 
penerbitan KTP dan KK, pelayanan Dokumen Mobilitas Kependudukan 
 
Fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanana kependudukan. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan umum di bidang 
pelayanan kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
c. Pencatatan dan Pemutahiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk 
Kependudukan    (NIK) 
d. Pendaftaran perubahan alamat. 
e. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia. 
f. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara. 
g. Pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan. 
h. Penerbitan dokumen Kependudukan. 
i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang 
pelayanan kependudukan. 
j. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan dan 
fungsinya. 
A. Seksi Pelayanan dan Penerbitan KTP dan KK mempunyai tugas : 
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1.    Merencanakan, mempersiapkan bahan pendaftaran dan pencatatan, 
memeriksa dan meneliti berkas pendaftaran serta mengolah data untuk 
pemberian Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 
2.    Mempersiapkan bahan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti 
berkas pendaftaran serta mengolah data untuk penerbitan Kartu Keluarga. 
3. Mempersiapkan bahan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti 
berkas serta mengolah data untuk Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, 
Sementara dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 
4. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
B. Seksi Pelayanan Dokumen Mobilitas Kependudukan mempunyai tugas : 
1. Melakukan penyiapan bahan, pengumpulan data, pemeriksaan dan penelitian 
berkas mutasi data penduduk 
2. Pengelolaan pendaftaran dan pencatatan administrasi mutasi data perpindahan 
dan kedatangan penduduk WNI dan WNA. 
3. Pengelolaan pendaftaran dan pencatatan perubahan data mutasi penduduk 
WNI dan WNA. 
4. Melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelayanan kependudukan. 
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
bidang tugasnya.
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5. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 
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Bidang Catatan Sipil adalah Unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin 
oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Dinas. 
Tugas :  
Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
pencatatan penduduk WNI dan WNA dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi. 
Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Peraturan ini, Bidang Catatan 
Sipil mempunyai Fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan umum di bidang 
  pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
c. Pencatatan Kelahiran 
d. Pencatatan Lahir Mati 
e. Pencatatan Pernikahan Anak 
f. Pencatatan Perceraian 
g. Pencatatan Kematian 
h. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak. 
i. Pencatatan Perubahan Nama. 
j. Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta. 
k. Pencatatan Peristiwa penting lainnya. 
l. Menertibkan Dokumen Kependudukan hasil Pencatatan Sipil. 
m. Penatausahaan Dokumen Pencatatan Sipil. 
n. Pemantauan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
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Seksi Pelayanan Dokumentasi dan Evaluasi mempunyai tugas : 
1. Melaksanakan Pencatatan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penelitian berkas 
Pencatatan pengolahan data serta penerbitan Akta bagi WNI dan WNA. 
2. Melaksanakan Pencatatan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penelitian berkas 
Pencatatn pengolahan data serta penerbitan Akta Kematian bagi WNI dan 
WNA. 
3. Melaksanakan Pencatatan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan penelitian berkas 
Pencatatan pengolahan data serta penerbitan Akta Pernikahan Anak bagi WNI 
dan WNA. 
4. Melaksanakan Pencatatan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan penelitian berkas 
Pencatatan pengolahan data serta penerbitan Akta Perceraian bagi WNI dan 
WNA. 
5. Melaksanakan Pencatatan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan penelitian berkas 
Pencatatan pengolahan data serta penerbitan Akta Pengakuan dan pengesahan 
anak bagi WNI dan WNA. 
6. Melaksanakan menyimpan, mengamankan dokumen akta catatan sipil. 
7. Melaksanakan Laporan, Evaluasi menferifikasi dan mempalidasi kebenaran 
data akta catatan sipil. 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
Seksi Informasi dan Penyuluhan Catatan Sipil mempunyai tugas Menyelenggarakan, 
perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyuluhan laporan Seksi 
Informasi dan Penyuluhan Catatan Sipil. 
A. Rincian tugas Seksi Informasi Penyuluhan Catatan Sipil adalah  sebagai berikut : 
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1. Memberikan layanan informasi catatan sipil 
2. Menyusun materi sosialisasi catatan sipil 
3. Menyusun materi penyuluhan catatan sipil 
4. Melaksanakan sosilisasi catatan sipil 
5. Melaksanakan Penyuluhan catatan sipil 
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
B. Program Kerja 
1. Program Elektronik KTP (e-KTP) 
Program e-KTP merupakan program besar Pemerintah Republik Indonesia yang 
wajib dilaksanakan di seluruh Wilayah Indonesia dan bertujuan untuk memperjelas 
Jumlah Data Penduduk agar tidak ditemukan lagi Data Penduduk Ganda pada satu 
individu. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2012 tentang Penerapan e-
KTP dan Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 470/13/1090/SJ Tanggal 1 Maret 
2013 bahwa semua wajib KTP diselesaikan perekamannya Tahun 2013 
2. Program Pelayanan Kependudukan 
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 
pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi 
kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau 
surat keterangan kependudukan. 
a. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang 
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta 
identitas anggota keluarga. 
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b. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi 
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang 
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Program Pelayanan Catatan Sipil Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang 
Catatan Sipil Prosedur Pencatatan Sipil adalah Pengakuan Negara atas peristiwa 
penting yang dialami seseorang. Pengakuan negara tersebut diwujudkan melalui 
penerbitan Akta Pencatatan Sipil dalam register akta Pencatatan sipil. 
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di 
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 
kelahiran. Adapun pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sesuai dengan 
Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 
ayat 2 yang berbunyi : „ Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) 
Tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri”. 
4. Pelaporan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pencatatan dan 
penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui oendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  
Jadi dari gambaran umum tentang dinas kependudukan dan pencatatan sipil 
penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam administrasi kependudukan yag berlaku di 
indonesia penertiban tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), adalah sangat 
penting dikaitkan dengan pelaksanaan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil dari sisi hukum dokumen,KTP dan KK dapat memberikan kejelasan status 
hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara khususnya 
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dikaitakan dengan status Pernikahan Anak jika ingin melangsungkan Pernikahan 
Anak harus memiliki KTP dan KK yang harus di perlihatkan  ke kantor pencatatan 
Pernikahan Anak (KUA), maka dari itu dilihat dari fungsi dan tugas pencatatan 
kependudukan bisa saja terjadi menipulasi data karena segala yang terkait dengan 
dokumen Negara salah satunya pembuatan KTP dan KK dibawah naungan dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
Pada mulanya syariat Islam baik dalam alqur‟an atau al-sunnah tidak 
mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan Pernikahan Anak. Ini berbeda 
dengan muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, 
diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan zaman, dengan berbagai 
pertimbangan kemsalhatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya 
guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. 
Pencatatan Pernikahan Anak adalah pendataan administrasi yang ditangani 
oleh petugas (PPN) dengan bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. 
Pencatatan Pernikahan Anak di atur dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 9 
tahun 1975 yang menyatakan bahwa: bagi yang berAgama Islam pencatatan oleh 
pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk. Bagi mereka yang bukan Islam , 
pencatatan di lakukan oleh pegawai pencatatan Pernikahan Anak pada kantor catatan 
sipil. 
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Degan kata lain bagi mereka yang melakukan Pernikahan Anak menurut 
Agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan Agama Islam, pencatatan di 
lakukan di kantor urusan Agama kab/kota masing-masing  pada umunya di 
laksanakan pada saat bersamaan acara akad Pernikahan Anak tersebut pegawai kantor 
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Ahmadi, Kependudukan di Indonesia dan Berbagai Aspeknya (Semarang: Mutiara Permata 
Widya, 1998), h. 42. 
44 
 
 
 
urusan Agama hadir pada acara akad tersebut untuk ikut dalam mencatatkan 
Pernikahan Anak yang sedang berlangsung. 
Dasar hukum pencatatan Pernikahan Anak antara lain : undang-undang no 1 
tahun 1974 tentang Pernikahan Anak pasal 2 ayat 2 “ tiap-tiap Pernikahan Anak di 
catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
Udang-udang no 22 tahu 1946 tentang pencatatan nikah , nikah talak dan 
rujuk pasal 1 ayat 1” nikah yang di lakukan menurut Agama Islam , selanjutnya di 
sebut nikah yang diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diagkat oleh menteri agaa 
atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk dilakukan oleh Agama Islam 
selanjutnya disebut talak dan rujuk .” 
Pecatatan Pernikahan Anak merupakan salah satu asas dalam perundang-
undang Pernikahan Anak , yang diatur pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam kompilasi 
Hukum Islam. Di bawah ini akan dikutip pasal-pasal yang mengatur pencatatan 
Pernikahan Anak. 
Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Pernikahan Anak ialah 
ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membetuk keluarga yang  bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tetang keabsahan Pernikahan Anak, yaitu ayat (1)” 
perkawina sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan 
kepercayaan itu”. Ayat (2) menyatakan” tiap-tiap Pernikahan Anak dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam persi kompilasi hukum Islam 
pencatatan Pernikahan Anak diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan 
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Pernikahan Anak adalah merupakan syarat administratif, di bawah ini di kutip 
ketentuan keabsahan Pernikahan Anak. 
Pasal 2, Pernikahan Anak menurut hukum Islam pernikahan atau akad yang 
sangat kuat atau midsagang galidzan untuk mentaati perintah Allah dalam 
melaksanakannya merupakan ibadah. 
Pasal 3, Pernikahan Anak bertujuan untuk megujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah (tentram,cinta dan kasih sayang,). Jika 
dalam UU No.1 tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi 
lebih efektif lagi dengan menggunakan trem-trem qurani seperti midzagang galidang, 
ibadah,sakinah,mawadah,warahmah. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan “ Pernikahan 
Anak sah,apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 (1) UU No.1 
Tahun 1974 tentang Pernikahan Anak”disini kompilasi menguatkan apa yang diatur 
dalam undang-undang Pernikahan Anak.
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Manfaat pencatatan Pernikahan Anak.  
Ada beberapa manfaat pencatatan Pernikahan Anak : 
a. Mendapat perlindungan hukum 
Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika sang istri 
mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istriyang mendapat 
tindakan kekerasantidak dapat dibenarkan karena alasanya sang istri tidak mampu 
menunjukan bukti-buktiotentikakta pernikahan yang resmi. 
b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dalam pernikahan. 
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Ahmad Rofiq, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Bandung: Humaniora Utama Prees, 
1991/1992), h. 18. 
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Akta nikah akan membantu suami istri dalammelakuka kebutahan lain yang berkaitan 
dengan hukum.misalnya hendak menunaikan ibadah haji,menikahkan anak 
perempuannya dan lai sebagaiya. 
c. legalitas pormal perikahan dihadapan hukum. 
Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat 
melalui petugas pencatatan nikah(PPN). Atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya 
walaupun secara Agama pernikahan tanpa dicatatoleh PPN, pada dasarnya illegal 
menurut hukum. 
d. Terjamin keamanannya 
Sebuah pernikahahan yang dicatat secara resmi terjamin keamanannya dari 
kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami 
atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk 
keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah dapat dibandigkan dengan 
salinan akta nikah yang terdalam di KUA tempat yang bersangkutan menikah. 
 Menurut saidus syahar pentingnya pendaftaran dan pencatatan Pernikahan 
Anak adalah : 
a. Agar ada kepastian hukumdengan adanya alatbukti yang kuat bagi yang 
berkepentingan mengenai Pernikahan Anaknya,sehingga 
memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga. 
b. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubugan kekeluargaan 
sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan 
Negara. 
c. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan 
sosial. 
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d. Agar nilai-nilai dan norma-norma keAgamaan  dan kepetingan umum 
lainnya sesuai dengan dasar Negara pancasila lebih dapat ditegaskan. 
Akibat hukum tidak dicatatnya suatu Pernikahan Anak . 
1.Pernikahan Anak tidak dianggap sah. 
Meski Pernikahan Anak dilakukan menurut Agama, dan kepercayaan, namun dimata 
Negara Pernikahan Anak anda tiak dianggap sah jika belum dicatat oleh kantor 
urusan Agama atau kantor pencatatan sipil. 
 2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata degan ibu dan keluarga ibu 
Anak-anak yang dilahirkan diluar Pernikahan Anak atau Pernikahan Anak yang tidak 
tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempuyai hubugan perdata 
dengan ibunya saja (pasal 42 da 43 undang-undang Pernikahan Anak ). Sedang 
hubungan perdata degan ayahnya tidak ada. 
 3.Anak dan ibu tidak berhak atas harta dan warisan. 
Akibat lebih jauh dari pada Pernikahan Anak yang tidak tercatat adalah baik ibu dan 
aak yang dilahirkan dari perikahan yang tida tercatat tidak bisa mendapat harta dari 
ayahnya. 
Persyaratan dan prosedur pencatatan Pernikahan Anak 
Pergub  No. 93 Tahun 2012 tetang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil mengatur secara spesifik sebagai berikut : 
Pencatatan Pernikahan Anak di daerah 
Pasal 65 
1) Pernikahan Anak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi mereka yang berAgama selain Islam wajib dilaporkan oleh 
pemohon dinas bagi warga asing dan disuku dia WNI. 
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2) Pencatatan Pernikahan Anak sebagai mana dimaksud pada ayat 1 
dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal sahnya Pernikahan 
Anak. 
3) Pelaporan peristiwa perkawian dicatat dalam register akta Pernikahan Anak 
dan diterbitkan kutipan akta Pernikahan Anak. 
4) Sebagai bukti pencatatan Pernikahan Anak kepada suami dan istri diberikan 
kutipan akta. 
5) Penertiban kutipan akta Pernikahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 
diselesaikanselambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal pencatatn 
Pernikahan Anak. 
Pasal 66 
Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan buku kutipan akta Pernikahan Anak 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) adalah sebagai berikut: 
1. Surat keterangan dari lurah sesuai domisili yag bersangktan . 
2. Surat pemberkatan Pernikahan Anak dari pemuka Agama atau surat 
Pernikahan Anak penghayat keperayaan yang ditanda tangani oleh pemuka 
penghayat keperayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam 
puluh) hari sejak terjadinya perkawina. 
3. Kk dan Ktp suami dan istri 
4. Foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 
lembar. 
5. Kutipan akta kelahiran suami dan istri. 
6. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami atau istri bagi 
mereka yang pernah kawin. 
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7. Pencatatat Pernikahan Anak yang tidak memiliki bukti perkawian dikarenakan 
Pernikahan Anak adat maka pembuktian Pernikahan Anaknya harus melalui 
proses peneteapan pengadilan negeri. 
8. Legalisasi dari pemuka Agama/pendeta/pengyat keperayaan ditempat 
terjadinya Pernikahan Anak bagi penctatan Pernikahan Anak yang melampaui 
batas waktu. 
9. Dua orang saksi yang memenuhi syarat. 
10. Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua. 
11. Surat izin pengadilan negeri apabila calon mempelai pria di bawah usia 19 
tahu dan wanita 16 tahun. 
12. Surat keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tepat bila ada sanggahan. 
13.  Dispensasi camat apabila pelaksanaan pencatatn Pernikahan Anak kurang 
dari 10 hari sejak tanggal pengajuan permohanan. 
14. Kutipan akta kelahiran anak yang akan disahkan dalam Pernikahan Anak 
apabila ada: 
15. pengumuman Pernikahan Anak 
16. Kta perjanjian Pernikahan Anak dri notaries yang disahkan pada saat 
pencatatn Pernikahan Anak oleh pegawai pencatatan pada dinas dan suku 
dinas. 
17. Surat izin bagi komandan yang anggota TNI dan POLRI : dan  
18. Bagi orang asing melampirkan dokumen: 
a. Paspor 
b. Kitap/kitas dokumen dari idministrasi 
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c. Skld dokumen dari kepolisian.  
d. Ktp atau kkiskti dokumen pendaftaran orang asing dari dinas.28 
 Setelah dipenuhi persyaratan dan tata caranya serta tidak terdapat halangan 
Pernikahan Anak, pegawai pencatatan menyelenggarakan pengumuman tentang 
pemberitahuan kehendak melangsungkan Pernikahan Anak. Caranya dengan 
menempelkan formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan Pernikahan Anak, 
ditempel disuatu tempat yang mana mudah untuk dibaca oleh umum. Pengumuman 
tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatatan Pernikahan Anak dan memuat
29
 
Nama, umur, Agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon 
mempelai dari orang tua calon mempelai, apabilah salah seorang dari keduanya 
pernah kawin disebutkan istri atau suami mereka terdahulu. Hari, tanggal, jam dan 
tempat Pernikahan Anak akan dilangsungkan. 
 
 
                                                          
28
Saidus syahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari 
Segi Hukum Islam (Bandung: Raja grafindo Persada, 1981), h. 108-109. 
29
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,2015), h. 97. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah (field Research 
Kualitatif). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 
menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran 
orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang di gunakan 
untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada 
kesimpulan.
1
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini di lakukan dengan mengambil lokasi penelitian di kabupaten 
Barru, Desa takkalasi Kecamatan Balusu, dengan alasan terdapatnya banyak masalah-
masalah yang timbul pada Pernikahan Anak terutama dipencatatan kependudukan dan 
pencatatan Pernikahan di kantor urusan agama. 
C. Pendekatan penelitian 
Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi 
kasus. Studi kasus, adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang 
individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurung waktu tertentu. Secara 
mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehansif , intens, 
terperinci dan mendalam serta lebih di arahkan sebagai upaya untuk menelah 
masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.
2
 
 
                                                          
1
Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60 
2
Haris Herdiansyah.Metedologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 
Humanika,2010), h. 76. 
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 Adapun pendekatan yang di gunakan oleh peneliti sebagai berikut : 
1. Pendekatan Syar’i 
 Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syar’iah 
terhusus fiqhi islam yang terkait dengan masalah munakahat yang termasuk di 
dalamnya masalah Pernikahan yang dapat dijadikan sebagai acuan di dalam 
pembahasan. 
2. Pendekatan Sosiologis 
 Pendekatan sisiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan 
masyarakat berdasarkan hukum islam atau perundang-undangan yang berlaku terkait 
dengan Pernikahan. 
D. Sumber Data 
 Adapun sumber  data dalam penelitian ini dapat dikalsifikasikan sebagai 
berikut: 
1. Sumber Data Primer 
 Yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau 
objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Sumber data primer dapat diperoleh dari 
informan. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan 
yang kaya warna, detail dan komprehensif mengenai Apa, Siapa, Dimana, Kapan, 
Bagimana, dan Mengapa.
3
Dalam penelitian ini yang menjadi informasi kunci adalah 
masyarakat kelurahan tassililu secara umum. 
2. Sumber Data Sekunder 
 Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Sumber data 
sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data 
                                                          
 
3
Informan dalam Penelitian kualitatif, http:// www.google.com/seacrh//hl=id&client= ms-
android-msung&tbo=d&site= wabhp7q=informan+adalah&gs_1=mobile-gws-serp (15 Januari 2016). 
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dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, 
jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen 
tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang 
diteliti. 
E. Metode Pengumpulan Data 
          Di dalam pelaksanaan penelitian ini di gunakan tehnik pengumpulan data, 
sebagai berikut : 
1. Teknik wawancara. 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi.
4
 Yaitu melalui percakapan yang di lakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu . 
Dalam penelitian ini jumlah nara sumber yang diwawancarai sebanyak 3 
orang yaitu : kepala bidang  kependudukan Bapak Amos Lobo,S.Sos, pegawai Kantor 
kelurahan Bapak Muh. Idris dan Kepala Kantor KUA Bapak H.Ismail. P,S.Hi. Ketiga 
nara sumber tersebut mempuyai kapasitas pengetahuan mengenai pembahasan 
penelitian problematika Pernikahan Anak pada Kantor Pencatatan Kependudukan dan 
Pencatatan Pernikahan di Kec. Balusu Kab. Barru. 
2. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat utama 
data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data 
yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail bebrapa macam documenter terbagi 
                                                          
4
Made Wiratha,Pedoman Penulisan Usulan Penelitian,skripsi dan tesis (Yogyakarta: cv. 
Andi offset, 2006), h. 37. 
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beberapa surat-surat pribadi,buku atau catatan harian, memorial, klipping dan lain-
lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang di 
dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau 
arkeologis.
5
 
Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi di pencatatan 
kependudukan dan pencatatan pernikahahan berupa dokemen mengenai Pernikahan 
dibawah umur. 
3. Observasi 
Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati 
dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Hal yang  hendak di 
observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini bukan 
hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan 
dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang di lakukan.
6
 
F. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 
adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus ‘divilasi’. Validasi terhadap peneliti, 
Meliputi : pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap 
bidang yang di teliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara 
akademik maupun logikanya.
7
 Dan membuat pedoman wawancara atas apa yang 
ingin diteliti. 
 
 
                                                          
 
5
Lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosda Karya 2007), h. 186 
6
Lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 187. 
7
Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfa 
Beta 2009), h.305 
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G.Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Menurut Mudjuarahardjo Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk 
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 
mengategorikannya sehingga di peroleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 
masalah yang ingin di jawab. Melalui kerangkaian aktifitas tersebut, data kualitatif 
yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhankan untuk akhirnya 
bisa dipahami dengan mudah. Setelag data terkumpul selanjutnya dianalsis. Analisis 
data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat 
sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linie, dan tidak ada 
aturan-aturan yang sistematis.
8
 
 Menurut Miles (1994) dan faisal (2003) analisis data dilakukan selama 
pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik 
analisi model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan 
peruses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut: 
1. Reduksi Data  
 Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. 
Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi,dirangkum,dipilih 
hal-hal yang pokok,difokuskan dengan hal-hal yang penting. 
2. Penyajian Data 
 Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalah dan dibuat 
dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola 
hubungan satu data dengan data lainnya 
. 
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Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2014), h. 34. 
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3. Penyimpulan dan Verifikasi 
 Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi 
dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistemtis akan 
disimpulkan sementara. 
4. Kesimpulan Akhir 
 Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah 
diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan 
data selesai.
9
 
H. Penguji Keabsahan Data 
1. Meningkatkan Ketekunan  
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 
peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan 
ketekunan maka peneliti dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 
meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah 
data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan 
ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sisteatis 
tentang apa yang diamati. Dengan meningkatkan hal inin, dapat meningfkatkan 
kredibilitas data.
10
 
2. Menggunakan Bahan Referensi  
Yang dimakasud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data 
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data 
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Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2014), h. 35-36. 
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Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 306. 
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yang didapat menjadi menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam 
penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil 
observasi sebagai bahan referensi.
11
 
 
 
 
 
                                                          
11
Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h.  307. 
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BAB 1V 
PROBLEMATIKA PERNIKAHAN ANAK 
(STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN/PENCATATAN SIPIL DAN 
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. 
BALUSU KAB. BARRU) 
A.Profil Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Pencatatan Pernikahan (KUA)  
Kec. Balusu Kab. Barru 
1. Sejarah dan Latar Belakang Dukcapil Kab. Barru 
Untuk Mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang baik salah satunya 
adalah dengan melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif, sehingga kebijakan-
kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. 
Akuntabiltas publik bagi suatu instansi pemerintah merupakan salah satu 
upaya dan mencapai visi dan misi sebagai bagian instansi pemerintah daerah dituntut 
untuk berakuntabilitas, sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP).  
Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru 
a. Meningkatkan kualitas pencatatan kelahiran. 
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Barru. 
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru. 
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d. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam melakukan sistem pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
1
 
2. Sususanan Orgaisasi Dukcapil Kab. Barru 
  Kedudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkjat Daerah Kab. Barru, dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri 
dari :  
a. Kepala Dinas  
b. Sekretariat  
c. Bidang Pendaftaran Penduduk  
d. Bidang Pencatatan Sipil  
e. Bidang Data dan Informasi  
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
g. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Lihat//Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kab. Barru.2006 (20 Maret 
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3. Sejarah dan Latar Belakang Pencatatan Pernikahan (KUA) Kec. Balusu, 
Kab. Barru.  
Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Balusu Kab.Barru merupakan salah satu 
instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah di Kec. Balusu Kab. Barru. 
Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah 
bagi warga Negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang 
pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas 
KUA bukan saja sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggung jawab dalam 
menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk. Sebagaimana yang telah dijelaskan 
dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam 
ketentuan ini juga dijelaskan perihal yang berhak mengawasi semua proses nikah 
adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
2
 
Kehadiran KUA merupakan salah satu upaya merealisasikan penerapan sistem 
keluarga berbasis Islam, sehingga KUA memiliki peran yang sangat penting dalam 
penegakan hukum Islam di Indonesia, urgensitas tersebut berkaitan dengan 
terlaksananya prinsip-psrinsip Islam dalam sistem keluarga. Selain dibutuhkan 
kesadaran masyarakat sendiri, kehadirian institusi Islam juga turut berpartisipasi 
dalam pengawasan keseimbangan antara hukum Islam, Negara dan budaya hukum 
yang berkembang dimasyarakat. Artinya, KUA memiliki wewenang khusus dalam 
mengatur bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia 
sesuai dengan asas-asas hukum Islam dan diakui Negara. 
Sebelum terbentuknya instansi pencatatan nikah, pada awalnya masyarakat 
tidak mengenal istilah pencatatan nikah. Proses pernikahan dilaksanakan berdasarkan 
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Llihat// Kemntrian Agama Kantor (KUA) Kec.Balusu Kab.Barru  Sejarah KUA Kec. Balusu 
Kab. Barru (20 Maret 2017). 
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adat masing-masing, seperti Pernikahan jujur, Pernikahan semanda, Pernikahan 
bebas, Pernikahan campuran, Pernikahan lari dan ada dibeberapa wilayah seperti di 
Aceh yang melangsungkan pernikahan berdasarkan asas hukum Islam, karena bagi 
sebagian penganut Islam tidak bisa melepaskan konsep agama dalam kehidupan 
mereka.
3
 
Dalam hukum Islam tidak menegenal pencatatan nikah, karena melihat 
kemaslahatan yang begitu besar. Maka, pencatatan nikah dirasakan penting demi 
melindungi hak-hak istri dan anak. Beberapa Negara-negara Islam seperti 
Yordania,Mesir dan Negara Islam lainnya memberlakukan sistem pencatatan nikah 
dengan mengadopsi beberapa sistem hukum di Eropa.
4
 
Melihat urgensitasnya apabila tidak adanya pencatatan nikah. Maka, akan 
mempersulit pemerintah dan masyarakat baik dari segi tertib administrasi 
kependudukan dan perlindungan hukum bagi warga Negara khususnya yang menjadi 
objek dari pernikahan tersebut. Untuk mempermudah proses pencatatan nikah 
diperlukan suatu instansi yang bertanggungjawab terhadap proses pencatatan nikah 
tersebut serta mengawasi pelaksanaan nikah. Instansi tersebut bertugas berdasarkan 
instruksi Menteri Agama dan berada di bawah pengawasan Kantor Departemen 
Agama. Instansi yang berwenang sebagai pencatat nikah disebut KUA yang 
dilengkapi oleh PPN (Pejabat Pencatat Nikah) dan dibantu oleh penghulu dan 
pembantu PPN. Istilah yang berkembang dimasyarakat yaitu pak penghulu. 
                                                          
3
Dewi Wulan Dari, Hukum Adat  Indonesia (Cet II, Bandung: PT.Radika Pritama, 2012), 
h.51. 
4
Mohammad Daud, Hukum Islam (Cet 18, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 225. 
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 Namun, perlu digaris bawahi bahwa tugas PPN di sini yaitu hanya sebagai 
pencatat nikah bukan sebagai orang yang menikahkan atau mengakadkan nikah. 
Seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat pada mulanya 
tidak mengenal istilah pencatatan nikah hingga hadirnya instansi yang bertugas 
mencatat nikah. Kondisi ini tidak terlepas dari problem-problem yang terjadi, 
sehingga dirasakan bahwa semakin lama proses pernikahan semakin banyak prosedur 
yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin menikah.
5
 
B. Pernikahan Anak 
 Permasalahan Pernikahan Anak bukanlah suatu hal yang baru di indonesia. 
Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, tidak di kota-kota besar 
saja tapi di pedalaman desa juga ada. Sebabnya pun bervariasi, diantaranya karena 
masalah ekonomi,rendahnya pendidikan,pemahaman budaya dan nilai-nilai agama 
tertentu, karena hamil terlebih dahulu (married by accident) dan lain-lain. Selain 
menimbulkan masalah sosial, Pernikahan Anak bisa menimbulkan masalah hukum. 
 Dari banyaknya masalah di atas menimbulkan banyak masalah hukum, dan 
yang akan penulis ingin teliti masalah penambahan umur yang diberikan oleh dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil hingga sampai terjadinya Pernikahan Anak di 
kantor pencatatan Pernikahan (KUA). Maka dari itu kita akan membahas apa itu 
nikah di bawah umur menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. 
 1. Perpektif Hukum Positif 
Pengertian Pernikahan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang No.1 
Tahun 1974 Tentang Pernikahan pasal 1 disebutkan Pernikahan ialah ikatan lahir 
bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiah dan kekal berdasarkan  
Ketuhanan yang Maha Esa
6
. Hal ini mendapat perhatian dan pemahaman oleh 
masyarakat. Karena undang-undang ini merupakan landasan pokok dari hukum 
Pernikahan begitu juga dengan kompilasi hukum Islam (KHI). Dengan perkataan 
ikatan lahir dan bathin itu dimaksudkan bahwa suami dan istri tidak boleh semata-
mata hanya berupa ikatan lahiriah saja, dengan makna seorang pria dan wanita hidup 
bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan formal saja.tetapi kedua-duanya juga 
harus membina ikatan bathin berupa cinta dan kasih saying yang mendalam. 
Sehingga Pernikahan dalam UU dasar ini tidak semata-mata hubungan hukum hukum 
saja antara seorang pria dengan seorang wanita, akan tetapi juga mengandung aspek-
aspek lainnya yaitu, aspek agama,  biologis, sosial dan juga masyarakat. 
 Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syarat dan ketentuan 
rukun-rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum hak-hak dan kewajiban 
selaku suami dan istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan hak-
hak dan kewajibannya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing maka akan 
terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan 
hidup dalam berumah tangga.  
 Sebelum membahas tentang pengertian Pernikahan Anak, terlebih dahulu 
penulis akan mendefenisikan tentang maksud anak di bawah umur. Adapun yang 
dimaksud anak di bawah umur adalah anak yang belum mumayyiz atau harus bisa 
dibebani tanggung jawab, karena kurang  cakapnya dalam bertindak. Adapun patokan 
dalam bertindak yaitu akal, apabila akal seseorang masih kurang maka ia belum bisa 
diberi kewajiban.
7
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Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI-Press, 1986), h.141. 
7
Mahmud Yunus, Hukum Pernikahan Dalam Islam (Jakarta: Hidayat Agung ,1979), h. 95-96.   
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 Adapun yang dimaksud anak di bawah umur dalam perfektif undang-undang 
adalah anak yang usianya masih di bawah 18 tahun sesuai yang tertulis dalam 
perlindungan anak. Berdasarkan hubungan ini, yang dimaksud Pernikahan Anak 
adalah Pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai dan belum 
memenuhi salah satu syarat atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang telah 
ditentukan dalam undang-undang No.1. Tahun 1974 tentang Pernikahan, sebagai 
mana ketentuan dalam pasal 6 ayat 2 “untuk melangsungkan Pernikahan seseorang 
belum mencapaiumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.” 
Dengan berpegang dengan pasal 6 ayat 2 di atas, secara umur dapat diartikan 
bahwa untuk melaksanakan Pernikahan seorang harus berumur lebih dari 21 tahun, 
sedangkan seseorang belum mencapai umur ini harus mendapatkan ijin dari orang 
tua. Untuk membatasi agar semua tidak semua umur dengan mudah dalam melakukan 
Pernikahan hanya dengan ijin orang tua , maka selanjutnya pada pasal 7 undang-
undang yang sama menjelaskan dan memberikan batasannya lebih jelas. Pasal 
tersebut menyatakan bahwa Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 tahun (Sembilan tahun) maupun wanita mencapai 16 tahun. 
Dasar hukum positif di Indinesia di atas, memakai undang-undang No.1 
Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang 
menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terdapat ayat 1. Pasal ini dapat meminta 
dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 
pihak, baik dari pihak pria maupun wanita. Sedangkan ayat yang selanjutnya dengan 
pasal yang sama menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang 
atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4),  undang-undang ini 
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berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut, ayat (2) pasal ini dengan tidak 
mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat(6). 
 Masih berkaitan dengan ketentuan hukum positif yang dapat dijadikan dasar 
hukum pernikahan/perkawiann di bawah umur, di Indonesia adalah pasal 15 KHI. 
Walaupun sebenarnya KHI merupakan penguat dari undang-undang Pernikahan, 
tentang masalah syarat umur ini tetap dijelaskan. Pasal tersebut menyatakan bahwa 
untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Pernikahan hanya boleh dilakukan 
oleh mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang 
No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yakni: Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria 
sudah mencapai 19 Tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun.
8
 
2. Perfektif Hukum Islam 
 Ajaran dalam agama Islam sangatlah universal, fleksibel dan rasional, yang 
ajarannya sesuai dengan tempat dan zaman serta mudah diterima oleh khalayak 
masyarakat, baik berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, muamalah, maupun 
berkaitan dengan aturan (hukum) diantaraya tentang pernikahan (munakahat). 
 Dalam hukum Islam terdapat maqasidu syariah yag isiya ada lima prinsip 
perlindungan diantaraya perlindungan terhadap agama, jiwa, keterunan ,harta dan 
akal. Dari kelima prinsip Islam ini satu diantaranya adalah menjaga jalur keturunan 
agar jalur nasab tetap terjaga, hubugan seks yang mendapatkan legalitas agama harus 
melalui pernikahan pada dasarnya, hal ini tidak disebutkan dalam hukum Islam (kitab 
fikhi) yaitu perngertian dari Pernikahan Anak, hal ini juga tidak ditemukan 
pembahasan secara khusus baik itu sebagai suatu kajian yang madiri maupun dalam 
satu bab yang mandiri pula. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dalil yang 
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Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2005), h.10. 
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membatasi secara jelas pada usia berapa seorang boleh menikah. Untuk itu masalah 
batasan umur sseorang untuk melaksanakan Pernikahan ini termasuk kedalam 
wilayah ijtihadiyyah. 
 Dalam fikhi menyebutkan adanya perkawianan muda atau kawin belia dengan 
istilah nikah ash-shaghirlash/shaghirah disini adalah anak laki-laki atau anak 
perempuan yang belum baligh.
9
 Ketentuan baligh antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan berbeda. Pada anak laki-laki, ketentuan balig tersebut ditandai, 
dengan ihtilam, yakni mimpi yang mengakibatkan keluarnya sperma (air mani) 
sedangkan anak perempuan, ketentuan balig ditandai dengan menstruasi (haid).  
 Dalam fihki Asy-Syafi’I, usia haid minimal dapat terjadi pada usia Sembilan 
tahun. Abu hanifah berpendapat bahwa usia balig pada anak laki-laki adalah 18 
tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun. Sementara abuh yusup, 
Muhammad bin hasan dan asy-syafi’I menyebutkan usia 15 tahun sebagai tanda 
balig, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan
10
. 
 Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwasanya Pernikahan Anak 
adalah Pernikahan antara seorang mempelai yang salah satu atau keduanya belum 
mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki 16 tahun bagi perempuan. Pengertian inilah 
yang dimaksud dalam penelitian ini dengan istilah Pernikahan Anak. Adapun 
Pernikahan yang dilakukan pada umur diatas (19)tahun bagi pria dan wanita (16) 
walaupun dibawah umur 21 tahun tetap dianggap sebagai Pernikahanan yang layak 
dan bukan Pernikahan usia dini. 
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Husein Muhammad,  fikhi Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (cet v, 
Yogyakarta: LKIS,2009), H. 89. 
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Pradnya Paramita, Undang-Undang Pernikahan (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 540.   
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  Dasar hukum  Pernikahan Anak dan hukum Islam adalah al-Qur’an dan 
sunnah, tentang Pernikahan Anak ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang 
membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan, masing-masing memberi 
alasan. 
 Para ulama yang membolehkan Pernikahan Anak beralasan dengan beberapa 
ayat al-Qur’an, yang menjelaskan masalah Pernikahan. Berikut beberapa dasar yang 
membolehkan kawin dalam usia mudah atau Pernikahan Anak firman Allah dalam 
Qs.at-Thalaq/05:4 
                                  
                             
Terjemahannya : 
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 
maka masa iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu (pula) perempuan-
permpuan yag tidak haid”.11 
Pada dasarnya ayat ini membicarakan mengenai iddah (masa menunggu) bagi 
permpuan yang sudah menopause dan bagi perempuan yang belum haid. Masa iddah 
bagi kedua kelompok perempuan ini adalah 3 (tiga bulan). Secara tidak langsung, 
ayat ini juga dapat dipahami mengandung pengertian bahwa Pernikahan bisa 
dilaksanakan pada perempuan belia pada (usia muda) karena iddah hanya bisa 
dikenakan kepada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai.
12
 
 Husain Muhammad memberikan alasan lain terhadap ayat ini, ia mengartikan 
bahwa masa tunggu bagi wanita yang diceraikan untuk melakukan Pernikahan lagi 
adalah tiga bulan, baik itu telah mengalami menstruasi atau belum. 
                                                          
11
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.816. 
12
Husein Mahmud, Fikhi Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama Gender (Cet.V, 
Yogyakarta: Lkis,2009), h.91. 
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 Disamping mengambil dalil-dali ayat-ayat di atas, yang sering dijadikan 
alasan untuk menikahkan seorang anak pada usia muda atau belia adalah mengambil 
dari peristiwa sahabat yang menikahkan putri-putrinya. 
 Dan para fuqaha sepakat bahwa seorang ayah boleh memaksa kawin terhadap 
anak laki-lakinya yang belum dewasa. Demikian pula terhadap anak perempuannya 
yang masih gadi dan belum dewasa, tanpa diminta pendapatnya. 
 Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini atau 
Pernikahan Anak menurut Negara atau hukum positif UU No.1 tahun 1974 Pasal 7 
ayat 1 bahwa Pernikahan boleh dilakukan apabila seorang pria berumur 19 tahun dan 
wanita berumur 16 tahun. Sedangkan Pernikahan menurut hukum Islam apabila 
seorang laki-laki dan perempuan sudah balig maka sudah bisa melangsungkan 
Pernikahan. 
 
C. Proses Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan 
1. Proses Pencatatan Kependudukan 
Dalam sistem administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia, 
penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), adalah sangat 
penting dikaitkan dengan pelaksanaan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil. Dari sisi hukum dokumen KTP dan KK dapat memberikan kejelasan status 
hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya 
dikaitkan dengan status domisili dan status seseorang dalam keluarga (Pernikahan). 
 Dengan telah diterbitkannya peraturan menteri dalam Negeri Nomor : 
28 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil di daerah, maka pengaturan tentang pelayanan dokumen identitas 
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penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukan(NIK), kartu keluarga(KK) dan 
kartu tanda penduduk (KTP) telah diatur di dalamnya, yaitu pada pasal 9 sampai 
dengan pasal 17. 
PASAL 1 UU NO 24 Tahun 2013 
Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam 
penerbitan dokumen dan data kependudukan melaluai pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, pengelolan informasi Administrasi Kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor  lain.
13
 
Berdasarkan UU no 24 Tahun 2013    
a. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,  pencatatan atas 
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan 
Administrasi Kependudukan. 
b. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus 
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat Keterangan Kependudukan 
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas 
menjadi tinggal tetap. 
c. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 ( lima ) tahun diubah menjadi berlaku 
seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP - el, 
antara perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan 
                                                          
13
Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan UU No.24 Tahun 2013. 
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gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun  yang 
akan diterbitkan. 
d. Pencetakan dokumen / personalisasi KTP - el yang selama ini dilaksanakan 
terpusat diJakarta, pada tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota, sesuai dengan amanat 
pasal 8 ayat  1  huruf  C  UU  Nomor  24  Tahun2013. 
e. Larangan untuk tidak dipungut biaya ( gratis ), semula hanya untuk penerbitan 
KTP-el,  di  ubah menjadi  gratis  untuk penerbitan semua dokumen 
kependudukan ( KK dan KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Pernikahan, Akta 
Kematian, Akta Peceraiaan, Akta Pengakuan Anak, Sepanjang diurus Tepat 
waktu, Sesuai dengan UU no 24 tahun 2013 dan Peraturan Daerah no 2 tahun 
2014 tanggal 22 April tahun 2014yaitu dikenakan sanksiadministrasi sebesar 
Rp. 50.000,- ( lima puluhribu rupiah ). 
f. Kartu Tanda Penduduk elektronik,  selanjutnya  disingkat  KTP-el   
selanjutnya dilengkapi dengan cip  yang  menjadi identitas penduduk sebagai 
bukti diri yang diterbitkan oleh Instasi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan sipil. 
g. Dalam  KTP-el  rusak atau hilang Pemilik wajib melapor kepada Instansi 
Pelaksana Melalui Camat tatau Lurah / Kepala Desa Paling Lambat 14 hari 
dan melengkapi: 
1) Surat kehilangan dari polsek setempat 
2) Surat peryataan penyebab terjadinya rusak atau hilang. 
Setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi, memanipulasi data 
kependudukan dan atau element data penduduk sebagaimana dimaksud pasal 77 di 
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pidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 
75.000.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah). 
14
 
A. Kartu Tanda Penduduk 
1. Alur Kerja Proses Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el/KK) Secara 
Umum :  
a. Pemohon 
b. Rt 
c. Rw 
d. Lurah/kades 
e. Camat 
f. Kadis Penduduk dan Capil 
2. Prosedur penerbitan KTP Elektronik-el 
a. Petugas operator melakukan verifikasi data penduduk dan perekaman pas 
foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk di tempt pelayanan 
KTP Elektronik. Kemudian data dikirim secara online ke data center. 
b. Data yang dikirim dan tempat pelayanan KTP Elektorik melalui pemancar 
diterimah dan disimpan dalam data Base Afis. 
c. Selanjutnya, dilakukan  proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang 
melalui mental. 
                                                          
14
Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan UU No.24 Tahun 2013. 
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d. Berdasarkan data tunggal dilakukan persoalisasi (pencetakan dokumen KTP 
Elektronik dengan memasukkan biodata pas foto, sidik jari, dan tanda 
tangan) di kabupaten. 
e. KTP Elektornik yang sudah dipersonilisasi disampaikan di kecamatan. 
f. Desa 
g. Penduduk wajib KTP 
h. Vertifikasi dan aktifasi di kecamatan masing-masing. 
  3. Persyaratan untuk KTP-el : 
a. Masuk dalam data base SIAK DAN AFIS 
b. Tidak ada perubahan data 
c. Hilang atau rusak : 
1) Laporan dari kepolisian 
2) Surat pernyataan kronologis kehilangan di atasmaterai Rp.6000,-
(enam ribu rupiah). 
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B. Kartu Keluarga 
Kartu Keluarga selanjutya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang 
memuat data tentang nama ,susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identifikasi 
anggota keluarga. 
1. PersyaratanPenerbitan KK 
a. Baru 
1) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing 
2) Foto copy atau memajukan Kutipan Akta Pernikahan / Nikah 
3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah 
4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Wni yang dating dari 
luar negeri ( SKPLN ) 
5) Ijasah terakhir  
2. Perubahan / Penambahan Anggota Keluarga 
a. Izin Tinggal Tetapbagi OrangAsing 
1) KK Lama 
2) Kutipan Akta Kelahiran atau surat keterangan dari penolong persalinan 
b. Numpang KK 
1) KK Lama 
2)  KK yang akan di tumpangi 
3)  Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah 
4)  Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi  WNI  yang datang 
dari Luar negeri.  
3. Perubahan / Pengurangan Anggota Keluarga 
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a. KK Lama 
b. Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan 
c. Surat Keterangan Pindah Keluar  
4. Hilang / Rusak 
a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa / Kelurahan 
b. KK yang rusak 
c. Foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan 
d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing
15
 
 
Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dalam pembuatan Akta 
Kelahiran, KTP dan KK untuk memenuhi persyaratan dalam melangsungkan 
Pernikahan, maka syarat-syaratnya sebagai berikut: 
1. Pembuatan Akta Kelahiran untuk kelahiran satu tahun keatas dan Akta 
Kelahiran yang hilang. 
a. Mengisis formulir surat keterangan kehilangan 
b. Surat kelahiran dari dokter 
c. Surat persetujuan dari kepala dinas 
d. Foto copy akta nikah orang tua 
e. Foto copy ktp orang tua dan kartu keluarga 
f. Foto copy ktp pelapor dan 2(dua) orang saksi 
g. Foto copy ijazah 
                                                          
15
Lihat//Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Informasi Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk,2009. 
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2. Kartu Tanda Penduduk 
a. Karena belum memiliki KTP 
1) Surat pengantar (formulir f-1.21) 
2) Berusia 17 tahun atau sudah menikah 
3) Sudah melakukan perekaman biometric Ktp eloktronik 
4) Kartu keluarga 
5) Kutipan Akta Nikah 
b. Penertiban Ktp, karena hilang/rusak 
1) Surat Pengantar (Formulir F.1.21) 
2) KTP yang rusak 
3) Kartu keluarga 
4) Surat keterangan hilang dari kepolisian 
3. Kartu Keluarga 
a. Penerbitan kartu keluarga karena tidak mempunyai kartu keluarga 
1) Surat pengantar 
2) Akta kelahiran,ijazah atau dokumen peting lainnya 
3) Surat keterangan pindah 
b. Penerbitan kartu keluarga karena hilang/rusak 
1) Surat pegantar 
2) Surat keterangan dari desa atau lurah 
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3) Kartu keluarga yang rusak16 
2. Proses Pencatatan Pernikahan (KUA) 
 Tata cara pencantatan Pernikahan adalah proses pelaksanaan pencatatan nikah 
dari mulai permulaan pemberitahuan sampai dengan tercapainya Pernikahan itu, yaitu 
pada saat penandatanganan akta oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. 
Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan Pernikahan sesuai urutannya berikut : 
1. Pemberitahuan kehendak nikah 
Dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan undang-undang 
No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan 
melangsungkan Pernikahan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai 
pencatatan di tempat Pernikahan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut 
dalam pasal 3 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan paling lambat 10 hari kerja sebelum 
Pernikahan dilangsungkan. Namun, ada pengecualiannya terhadap jangka waktu 
tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) bupati 
kepala daerah . 
 Bagi orang yang beragama islam, pemberitahuan disampaikan kepada kantor 
urusan agama, karena berlaku undang-undang No. 32 Tahun 1954 tetang pencatatan 
Pernikahan, talak dan rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan berama islam, 
pemberitahuannya dilakukan kepada kantor catatan sipil setempat. Pemberitahua 
kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya 
dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Antara lain :  
                                                          
16
Amos Lobo, Data Pemerintah Kab. Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, 
2017. 
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a. Surat persetujuan kedua calon mempelai 
b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul 
c. Surat keterangan mengenai orang tua 
d. Syarat keterangan untuk kawin dari kepala desa yang mewilayahi tempat 
tinggal yang bersangktan ( Model N_A) 
e. Surat izin kawin dari pejabat yang tunjuk oleh MENHAKAM/PANGAB 
bagi calon mempelai anggota ABRI 
f. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat atalak/cerai jika calon 
mempelai seorang janda atau duda 
g. Surat keteragan kematian suami/ istri dari kepala desa yang mewilayahi 
tempat tinggal/ tempat matinya istri/suami. 
h. Surat isin atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum cukup umur.  
i. Surat dispensasi camat yang dilansungkan kurang dari 10 hari kerja setelah 
pengumuma. 
j. Surat izin poligami dari pengadilan agama. 
k. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. 
l. Surat kuasa yang disahkan oleh pegawai pencatatan nikah apabila salah 
seorag mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karna suatu alasan 
yang penting sehingga mewakili kepda orang lain 
2. Penelitian 
Stelah danya pemberiitahuan aka adanya Pernikahan, prosedur selanjutnya 
diadakan penelitian yang dilakuka pegawai pencatatan nikah sesuai pasal 6 ayat 1 pp 
no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang no 1 tahun 1974 tentang 
Pernikahan pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syrat Pernikahan telah dipenuhi 
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dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakhat atau pun menurut 
perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syraat Pernikahan seperti yag telah 
diuaraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, umur,izin orang tua dan 
seterusnya, inilah pertama-tama di teliti pejabat tersebut.  
3. Pengunguman 
Setelah dipenuhi tata cara dan syart-syarat pemeberitahuan serta tidak ada 
halangan perkawikanan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat Pernikahan. 
4. Pelaksanaan 
Sesuai ketetuan pemberitahuan tentang kehendai mempelai melangsungkan 
Pernikahan, maka Pernikahan itu dilangsungkan setelah hari ke10 sejak 
pengeunguman. 
 Adapun alur yang akan dilalui bagi calon pegantin dalam Pernikahan sebagai 
berikut : 
1. Alur Pengurusan Pernikahan di KUA 
a. Calon Pria 
1) Calon pengantin laki - laki  mendatangi RT/RW setempat untuk meminta 
surat pengantar yang akan di bawa ke kantor kelurahan. 
2) mendatangi Kantor Kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah yang 
akan dibawa ke KUA kecamatan 
3) Mendatangi kantor KUA Kecamatan setempat tempat dilangsungkannya 
akad nikah untuk mendaftarkan pernikahan. Karena anda calon suami dan 
akad dilangsungkan di KUA istri, akad nikah dilaksanakan tidak di KUA 
setempat, maka anda mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk di 
bawa ke KUA Kecamatan tempat dilaksanakannya akad nikah (KUA istri). 
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4) Jika akad nikah akan dilaksanakan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja, 
maka anda harus ke Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk memohon 
dispensasi nikah  
5) Biaya pernikahan gratis jika akad nikah dilaksanakan di KUA. Tetapi 
jika dilaksanakan di luar Kantor KUA, maka harus membayar Rp 
600.000,00 di Bank persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah. 
Lalu menyerahkan slip setoran bea nikah di KUA tempat akad nikah. 
6) Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah  di KUA tempat 
akad nikah. 
b. Calon Istri 
1) Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat (istri) untuk 
mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4. 
2) Datang ke KUA setempat (KUA istri) untuk mendaftarkan Nikah dan 
pemeriksaan administrasi (bersama Wali dan calon suami). Bawa juga 
semua berkas persyaratan yang dibutuhkan. 
3) Calon Suami dan Calon Istri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan 
Penasihatan Pernikahan dari BP4. 
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D. Penanganan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan Dalam 
Kasus Pernikahan Anak di kec. Balusu Kab. Barru 
1. Penanganan pencatatan kependudukan Kab. Barru dalam kasus 
penambahan umur 
Dalam permasalahan Pernikahan Anak yang menjadi pokok utamanya yang 
terdapat pada penambahan umur, maka dari hasil penelitian, peneliti akan 
menjelaskan terlebih dahulu bagaimana  penanganan pencatatan kependudukan dalam 
membuat KTP, KK dan Akta Kelahiran sebelum sampai  pada dinas 
kependudukan/catatan sipil. Terlebih dahulu masyarakat melapor kepada desa/kantor 
kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar untuk ke dinas kependudukan/catatan 
sipil, jadi verifikasi awal dilakukan dikantor desa/kelurahan. 
Jadi dalam kasus penambahan umur pada anak yang belum cukup umur yang 
diistilahkan dengan Pernikahan Anak menurut wawancara dari kepala bidang 
kependudukan atas nama bapak Amos Lobo, S.sos mengatakan bahwa dalam tugas 
kami untuk membantu masyarakat dalam pembuatan identitas yang dimiliki tidak 
keluar dari wewenang yang ada, karena dalam proses pembuatan KTP  yang hilang 
atau KTP yang belum pernah dibuat oleh masyarakat harus memenuhi syarat-syarat 
yang ada dan kami hanya dapat bahan mentah dari desa/kelurahan yang sudah 
diverifikasi dan masyarakat yang sudah memiliki surat pengantar dari desa/lurah 
maka kami akan langsung menangani masyarakat yang sudah mempunyai syarat-
syarat dalam pembuatan kartu keluarga (KK) atau yang lainnya. Apalagi dalam 
penambahan umur dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran itu sama sekali bukan dari 
pencatatan kependudukan walaupun kami yang menerbitkan/membuat KTP, KK dan 
Akta Kelahiran Akan tetapi kami hanya dapat bahan mentah dari desa atau kelurahan 
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sehingga kami bisa menerbitkannya. Meskipun pada akhirya masyarakat yang 
mengubah identitas KK, KTP dan Akta Kelahiran terlihat dikemudian hari pada saat 
dokumen-dokumen dicocokan dengan yang sudah ada dengan yang baru-baru terbuat 
apakah sama disitu baru terlihat bahwa ada penambahan umur dalam KTP, KK dan 
Akta Kelahiran.
17
   
 
2. Penanganan Pencatatan Pernikahan (KUA) pada Kasus Penambahan 
Umur 
Adapun alur Pernikahan dalam pencatatan Pernikahan (KUA) adalah : 
Calon penganting            RT/RW Mengurus Surat pengantar nikah untuk di bawah 
kelurahan             kantor kelurahan mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk di 
bawah ke KUA ke kecamatan            KUA kecamatan setempat mengurus surat 
pengantar rekomendasi nikah untuk di bawah ke KUA kecamatan tempat ia menikah 
kalau ia menikah diluar     pemeriksaan data calon pengatin di tempat ia 
melangsungkan pernikahan         pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku 
nikah.
18
 
Untuk Pernikahan Anak, Jika umur calon pengantin kurang dari 19 tahun bagi 
calon suami dan 16 tahun bagi calon istri, maka KUA setempat akan menerbitkan 
surat penolakan (N9). Surat Penolakan tersebut, kemudian di bawah menuju 
Pengadilan Agama (PA). Setelah mendapatkan dispensasi, maka KUA kemudian 
berhak menikahkan. 
                                                          
17
Amos Lobo, Wawancara Kepala Bidang Kependudukan Kab. Barru (3-7 April 2017) 
18
H.ismail Wawancara Kepala Kantor KUA Kec. Balusu Kab. Barru (27 Mei-2 April 2017) 
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Secara rinci syarat-syarat Pernikahan bagi mereka yang masih muda atau di 
bawah umur dan ingin melangsungkan Pernikahan, maka di bawah ini diuraikan 
prosedur persyaratannya, diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Para pihak mengajukan Pernikahan terlebih dahulu pada kantor urusan Agama 
(KUA) setempat. 
b. Dari KUA diberi formulir untuk di isi dan kemudian diajukan pada 
pengadilan agama. 
c. Menunggu penetapan dari pengadilan Agama dan dengan berbagai sidang; 
d. Meyerahkan izin kepada KUA  jika tidak maka Pernikahan dibatalakan; 
e. Pelangsungan oleh KUA. 
Dengan demikian selain syarat-syarat melangsungkan Pernikahan secara 
umum, khusus dalam persyaratan umur bagi pelaku Pernikahan Anak di Indonesia 
adalah mendapat izin dari pengadilan agama(PA) dan kantor urusan agama (KUA), 
karena keduanya adalah lembaga yang dapat memberikan izin terlebih dahulu dari 
pengadilan agama dimana mereka hendak melangsungkan Pernikahannya. 
 Dan pelaksanaanya tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaksanaan 
Pernikahan pada umumnya. Dengan catatan bahwa syarat-syarat secara keseluruhan 
telah terpenuhi, termasuk di dalamnya adanya syarat-syarat mendapatkan dispensasi 
dari pengadilan setempat. 
 Dari persyaratan yang telah disebutkan , setidaknya memberikan kelonggaran 
kepada hakim yang sedang dimitakan izin mengabulkan permintaan kawin dari calon 
mempelai dari laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur .
19
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Antho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum keluaraga di Dunia Islam Modern: Studi 
Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari  KItab fiqh (cet.1,Jakarta:Ciputat press 2003), 
h.209-210. 
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 Jadi dalam penjelasan di atas Penanganan Pencatatan kependudukan dan 
Pencatatan Pernikahan (KUA) dapat dilihat bahwa semua proses pernikahan untuk 
melengkapi syarat-syarat dalam Pernikahan, proses dan prosedur awalnya melalui 
kantor desa setempat kemudian ke kantor kelurahan hingga sampai ke pencatatan 
kependudukan dan pencatatan Pernikahan (KUA). Jadi dalam pencatatan Pernikahan 
(KUA) sudah jarang menemukan istilah Pernikahan Anak karena semua syarat-syarat 
dalam Pernikahan udah terpenuhi, meskipun terdapat keganjalan dalam kasat mata 
bahwa anak  tersebut dalam melangungkan Pernikahan belum siap jiwa dan 
mentalnya karena masih terlihat anak-anak tetapi berkas dan surat pengantar dari 
desa/lurah sudah lengkap dilihat dari syarat-syarat dalam melangsungkan Pernikahan 
pada umur sudah terpenuhi dalam aturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 
Ayat (1) bahwa umur seorang pria dan wanita dalam melangsungkan Pernikahan bagi 
laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari 
semua penjelasan yang ada dalam kasus penambahan umur yang terjadi pada 
pernikahan anak yang melakukan penambahan umur adalah kantor desa/kelurahan 
setempat karena data awal atau verifikasi awal dari semua persyaratan yang ada 
dalam melakukan pernikahan didapatkan dari kantor desa/kelurahan. Dan dinas 
kependudukan/catatan sipil hanya membuat KTP, KK dan Akta Kelahiran bukan 
untuk mengubah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Nikah di bawah umur adalah Pernikahan yang mana seorang laki-laki dan 
perempuan dalam melangsungkan Pernikahan belum mencukupi umur. Nikah 
di bawah umur menurut hukum positif yaitu diatur dalam undang-undang 
No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mana dalam melangsungkan 
Pernikahan bagi pihak laki-laki 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun. 
Menurut hukum islam Pernikahan Anak adalah baik laki-laki maupun 
perempuan yang belum balig. Balignya seorang laki-laki ditandakan dengan 
(mimpi basa) atau (keluarnya mani) dan bagi perempuan (haid). 
2. Proses pencatatan kependudukan/catatan sipil dan pencatatan Pernikahan. 
Dalam pencatatan kependudukan prosesnya mencatat semua hal-hal peristiwa 
hukum untuk memastikan status perdata seseorang, ada 5 peristiwa yang perlu 
dicatatkan menentukan status hukum seseorang, kelahiran, Pernikahan, 
kematian dan pembuatan identitas hukum sesorang (KTP, KK, Akta 
Kelahiran). Adapun dalam pencatatan Pernikahan proses dalam Pernikahan 
bagi calon pria mendatangi RT/RW setempat untuk meminta surat pengantar 
di bawah ke kantor Kelurahan. Mengurus surat nikah ke KUA dan pihak 
wanita mengabil surat pengantar RT/RW untuk di bawah ke KUA. 
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3. Penanganan dinas kependudukan/catatan sipil dan pencatatan Pernikahan 
dalam kasus Pernikahan Anak alur atau prosesnya sama. penanganan awalnya 
dari Kantor Desa/Kelurahan setempat sehingga sampai kepada kantor dinas 
kepedudukan dibuatkan KK, KTP dan Akta Kelahiran untuk melengkapi 
syarat-syarat dalam melangsungkan Pernikahan dan pencatatan Pernikahan 
(KUA) juga melalui Desa/Kelurahan untuk mengambil Surat pengantar dari 
Kantor Desa/Kelurahan dilengkapi (N1-N4). Jadi yang melakukan 
penambahan umur dilihat dari semua proses dan penanganan dari kantor Capil 
dan KUA dari hasil penelitian maka yang melakukan penambahan umur 
adalah Kantor Desa/Kelurahan di Kec. Balusu Kab. Barru Capil tidak 
mengubah hanya membuat KK, KTP dan Akta Kelahiran yang sudah di 
verifikasi Awal dari Kantor Desa/Kelurahan. Dan KUA sudah tidak 
menjumpai lagi yag namanya pernikahan Anak karena semua persyaratan 
yang ada dalam pernikahan sudah terpenuhi dari Kantor Desa/Kelurahan. 
 
B. Saran 
  Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa: 
1. Perlu adanya sosialisasi maupun penyuluhan hukum yang dilakukan 
dalam masyarakat mengenai Pernikahan Anak bahwa sanya tidak boleh 
melakukan hal menipulasi data, jika belum mencukupi umur maka 
pria/wanita harus melalui pengadilan agama untuk diberikan dispensasi 
nikah oleh pejabat yang berwenang. 
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2. Perlu adanya pemberitahuan kepada Aparat Desa/Kelurahan bahwa tidak 
boleh melakukan hal seperti itu. Aparat Desa/Kelurahan harus 
memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa jika ingin melakukan 
Pernikahan Anak harus melalui pengadilan agama. 
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